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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 PENELITI TERDAHULU 

1. Penelitian yang pertama adalah “ANALISA KERUSAKAN DAN 

PENANGANAN RUAS JALAN  (Studi Kasus Ruas Jalan Akses 

Menuju Obyek Wisata Pantai Tanjung Papuma Kabupaten Jember)” 

Kerusakan jalan pada akses wisata akan sangat merugikan. 

Lokasi wisata memerlukan sarana dan prasarana jalan yang baik 

sehingga mampu meningkatkan jumlah kunjungan, termasuk lokasi 

wisata pantai Papuma, Jember. Kerusakan jalan dapat terjadi dimana 

saja, namun kerusakan jalan menuju pantai Papuma, bagi masyarakat di 

Kabupaten Jember, menurunkan minat berkunjung masyarakat ke pantai 

Papuma, sehingga selain penanganan kerusakan jalan, perlu juga adanya 

manajemen pemeliharaan jalan yang baik. Penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan metode survei lapangan. Penelitian yang 

dilakukan di Pantai Tanjung Papuma. Pengumpulan data menggunakan 

teknik pengamatan dan dokumentasi. Analisa dilakukan dengan 

menentukan nilai PCI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi ruas 

jalan akses obyek wisata pantai Tanjung Papuma dalam kondisi cukup; 

metode penanganan kerusakan ruas jalan menuju akses wisata Pantai 

Tanjung Papuma yang dilakukan untuk memperbaiki tingkat layanan 

jalan menurut Bina Marga adalah P2 (Laburan aspal setempat), P4 

(Mengisi retakan), P5 (Penambalan lubang), dan P6 (Perataan), 

sedangkan untuk jenis pekerjaan meliputi Latasir/sandsheet, Galian 

perkerasan aspal, Lapis resap pengikat, Lapis perekat, Aggregat kelas, 

ATB, dan ATBL. Manajemen pemeliharaan jalan pada akses wisata 

Tanjung Papuma dilakukan dengan program pemeliharaan secara 

berkala. Penelitian ini bertujuan  untuk menganalisis tentang kondisi 

ruas jalan menuju akses wisata Pantai Tanjung Papuma, metode 

penanganan kerusakan ruas jalan menuju akses wisata Pantai Tanjung 

Papuma, dan manajemen pemeliharaan jalan pada akses wisata Tanjung 

Papuma.  (Zainur Rohmah; 2017). Pada penulisan ini menitik beratkan 

pada kerusakan dan cara penanganannya. 
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2. Penelitian yang yang kedua adalah PENENTUAN PRIORITAS 

PEMELIHARAAN JALAN KABUPATEN  DI WILAYAH 

PERKOTAAN TANJUNG REDEB,  KABUPATEN BERAU 

Dengan bertambahnya umur jalan dan jalan secara terus menerus 

mengalami tegangan-tegangan akibat beban lalu lintas yang dipikul dari 

kondisi awal desain perkerasan jalan tersebut, maka kemampuan layanan 

jalan akan semakin menurun. Oleh karena itu, diperlukan penelitian 

untuk mengidentifikasi kerusakan jalan saat ini di wilayah perkotaan 

Tanjung Redeb. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi jalan 

dan penetuan prioritas pemeliharaan jalan kabupaten di wilayah 

perkotaan Tanjung Redeb.Penelitian ini menggunakan metode Pavement 

Condition Index (PCI) yang digunakan untuk mengetahui kondisi jalan 

dan metode Analytical Hierarchy Process untuk menentukan urutan 

prirotas pemeliharaan jalan. Hasil penelitian menemukan 7 jenis  

kerusakan  yaitu retak memanjang & melintang, retak kulit buaya, 

pelapukan dan butiran lepas, tambalan, sungkur, kegemukan serta 

lubang. Dari 9 ruas jalan yang diteliti, diperoleh bahwa jalan Pangeran 

Antasari mengalami kerusakan paling besar dengan nilai PCI sebesar 

50,20. Untuk penentuan kriteria pemeliharaan jalan dengan metode AHP 

menghasilkan kriteria kondisi jalan sebagai kriteria tertinggi  dengan 

bobot 0,4213. Dari penilaian masing-masing kriteria terhadap 9 ruas 

jalan didapatkan bahwa ruas jalan Diponegoro menjadi prioritas pertama 

dengan bobot 0,8596. (Jatmiko Budi Antoro; 2015) Pada penulisan ini 

menitik beratkan pada penentuan metode kerusakan dan cara 

penanganannya. 

3. Penulisan yang ketiga dengan judul “Penentuan Prioritas Pemeliharaan 

Jalan Kabupaten”   

Sesuai dengan karakteristiknya, jalan mempunyai kecenderungan 

mengalami penurunan kondisi yang diindikasikan dengan terjadinya 

kerusakan pada perkerasan jalan. Untuk memperlambat laju penurunan 

kondisi dan mempertahankan kondisi jalan pada tingkat yang layak, 

jalan tersebut  perlu  dikelola   pemeliharaannya  dengan  baik agar dapat  
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berfungsi sepanjang waktu, sehingga memerlukan perencanaan yang 

baik dalam penentuan prioritas pemeliharaan jalan kabupaten di 

Kabupaten Kotawaringin Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah 

mengetahui urutan faktor-faktor yang mempengaruhi prioritas 

pemeliharaan ruas-ruas jalan kabupaten di Kabupaten Kotawaringin 

Barat, urutan prioritas pemeliharaan jalan per jenis pemeliharaan, urutan 

faktor-faktor kendala penentuan prioritas pemeliharaan jalan dan urutan 

alternative solusi peningkatan pemeliharaan jalan. Berdasarkan hasil 

analisis, dalam penentuan prioritas pemeliharaan jalan diperoleh urutan 

faktor-faktor yang  mempengaruhi penentuan pemeliharaan jalan 

kabupaten, yaitu Faktor Ekonomi dengan mean 4,64, Faktor Kebijakan 

dengan mean 4,27, Faktor Klasifikasi Jalan Menurut Fungsi dengan 

mean 4,11, Faktor Tata Guna Lahan dengan mean 4,03, Faktor Kondisi 

Jalan dengan mean 3,56 Faktor Volume Lalu Lintas, dengan mean 3,24. 

Urutan prioritas pemeliharaan jalan per jenis pemeliharaan adalah 

Pemeliharaan Rutin Jalan, dengan mean 4,68, Rehabilitasi Jalan dengan 

mean 4,34, Pemeliharaan Berkala Jalan dengan mean 4,18. Berdasarkan 

urutan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penentuan prioritas 

pemeliharaan jalan kabupaten adalah kurangnya petugas pengamat jalan 

untuk melakukan penilaian kerusakan jalan, tidak seimbangnya antara 

dana dengan jalan yang dipelihara dan kurangnya koordinasi antar 

penentu kebijakan dengan stakeholder. Urutan alternatif solusi 

peningkatan pemeliharaan jalan kabupaten yaitu identifikasi kerusakan 

yang lebih detail, pemeliharaan yang tepat sasaran, pelaksanaan yang 

tepat sesuai rencana, memberikan pelatihan teknis yang sesuai, 

menambah tenaga yang berpengalaman. (Trissiyana; 2017) pada 

penulisan ini menitik beratkan pasa prioritas dan kendala yang dihadapai 

dalam penentuan skala prioritas 

4. Penulisan Keempat dengan Judul : ANALISA KELAIKAN FUNGSI 

JALAN BERDASARKAN PENDEKATAN KUANTITATIF AHP 

(Studi Kasus : Jalan Lobak Kota Pekanbaru)  

Jalan Lobak merupakan salah satu jalan kolektor sekunder 

dengan panjang 1322 km di Kota Pekanbaru. Jalan ini masih banyak 

kekurangan dari segi standar teknis dan tingkat kepentingan 
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penanganannya. Dengan demikian diperlukan penelitian uji laik fungsi 

jalan dan tingkat kepentingan penanganan Jalan Lobak pada syarat 

teknis ditujukan agar mengetahui kategori kelaikan pada ruas jalan 

tersebut dengan harapan dapat memberikan alternatif solusi untuk 

mengatasi masalah yang ada untuk memberikan layanan yang baik 

kepada masyarakat. Metode yang dilakukan dengan metode pendekatan 

kuantitatif AHP. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan tingkat 

kepentingan penanganan uji laik fungsi jalan. Analisa uji laik fungsi 

teknis jalan dilakukan dengan mengisi kuisioner oleh ahli jalan dan 

pihak terkaituntuk mengetahui tingkat kepentingan penanganan uji laik 

fungsi jalan. Hasil penelitian AHP didapatkan tingkat kepentingan 

penanganan pada struktur geometrik jalan.( Suciati, Sri; 2017). Pada 

penulisan ini Menitik beratkan pada uji laik fungsi jalan 

 

5. Penulisan Kelima dengan Judul ANALISIS KERUSAKAN JALAN DI 

RUAS SIMPANG BERENG BENGKEL TUMBANG NUSA  

Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan prioritas 

penanganan ruas jalan strategis di Kabupaten Demak, serta untuk 

mengetahui penanganan ruas jalan strategis yang terjadi di lapangan 

untuk pengembangan wilayah di Kabupaten Demak. Data primer 

diperoleh berdasarkan kuesioner terhadap 11 orang tenaga ahli dalam 

bidang penanganan jalan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 

korespondensi, dan daftar pertanyaan (questionaire), sedang analisis data 

dilakukan dengan metode AHP menggunakan program Expert Choice. 

Bentuk umum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik 

Analisis Rasio Manfaat-Biaya (Benefit Cost Ratio), yang dibentuk oleh 

dua hirarki yaitu hirarki yang berhubungan dengan Evaluasi Manfaat 

(KAD, PHD, KTBO dan PWT), serta yang berhubungan dengan 

Evaluasi Biaya (BI, BOP serta BPL). Berdasarkan hasil penilaian 

responden melalui kuesioner, ruas jalan strategis di Kabupaten Demak 

antara lain jalan Mranggen-Bulusari, jalan Karangawen-Pamongan, jalan 

Gajah-Dempet, jalan Demak-Bonang, dan jalan  Bengkal-Karanganyar. 

Sedangkan hasil analisis dengan metode AHP menggunakan program 

Expert Choice diperoleh bahwa variabel terpenting dari Kriteria Manfaat 
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adalah KTBO, lalu untuk Kriteria Biaya, variabel terpentingnya ialah 

BOP. Kemudian dengan membandingkan hasil Kriteria Manfaat 

Menyeluruh dengan hasil Kriteria Biaya Menyeluruh diperoleh 3 (tiga) 

ruas jalan strategis yang Rasio Manfaat-Biaya (Benefit-Cost Ratio) lebih 

besar dari satu (B/C>1) yaitu jalan Mranggen-Bulusari, jalan 

Karangawen-Pamongan, dan jalan Gajah-Dempet. Maka dapat 

disimpulkan bahwa menurut hasil analisis di atas, dengan eksisting di 

lapangan yang melibatkan pengambil kebijakan terdapat perbedaan, 

dimana jalan Muka Kabupaten, jalan Menco-Jetak, jalan Gajah-Dempet, 

jalan Demak-Bonang, dan jalan Trengguli-Demung menjadi prioritas 

penanganan jalan strategis tahun 2013 oleh Pemerintah Kabupaten 

Demak. Artinya masih ada beberapa hal yang ditentukan oleh pihak-

pihak tertentu sehingga hasil dari keputusan yang diambil belum 

sepenuhnya murni hasil pendekatan ilmiah yang terstruktur, dan 

beberapa masih bersifat subyektif. (Feriko, Ahmad Gama;2019). Tujuan 

penelitian ini adalah untuk menentukan prioritas penanganan ruas jalan 

strategis berdasarkan ruas jalan bukan kebutuhan dana yang ada. 

6. Penulisan Keenam : Model Persamaan Kerusakan Jalan Nagreg Batas 

Bandung-Garut 

Ruas jalan Nagreg Batas Bandung-Garut merupakan jalan 

nasional tipe 2 lajur 2 arah tak terbagi dengan fungsi jalan arteri primer 

kelas I dan tata guna lahan pada ruas tersebut yaitu kawasan komersial, 

kawasan pemukiman, dan kawasan hijau. Ruas jalan tersebut 

menghubungkan wilayah Kabupaten Bandung dengan wilayah 

Kabupaten Garut, serta sebagai akses jalan utama dari wilayah barat 

menuju wilayah timur Pulau Jawa melalui Jalur Selatan. Jenis 

perkerasan eksisting merupakan perkerasan lentur dengan jenis 

kerusakan yang terjadi, yaitu:  Alligator cracking, Patching and utility 

cut patching dan Potholes. Penelitian ini menggunakan data hasil survey 

pada tahun 2016 dengan tujuan untuk mengetahui model persamaan 

kerusakan perkerasan jalan pada Ruas Jalan Nagreg Batas Bandung-

Garut KM Bdg 40+100 s/d KM Bdg 42+430. Model persamaan 

kerusakan jalan dapat digunakan untuk memproyeksikan kerusakan di 

masa yang akan datang, guna membantu dalam mempersiapkan biaya 
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pemeliharaan jalan secara jangka panjang. Metode yang digunakan yaitu 

analisis regresi linear berganda menggunakan program Microsoft Excel. 

Persen kerusakan jalan sebagai peubah tidak bebas Y, sedangkan 

kumulatif ESAL per-golongan kendaraan sebagai peubah bebas X, yang 

masing-masing adalah X1; X2; X3; X4; X5; X6; X7; X8; dan X9. 

Proses pemilihan persamaan model kerusakan jalan mengikuti metode 

analisis langkah-demi-langkah tipe 1, didapat hasil untuk jenis 

kerusakan Alligator cracking Y = 0.00003 X4 + 1.32531 dengan R2 

=  0.97844; untuk jenis kerusakan Patching and utility cut patching Y = 

0.00481 X1 + 0.00085 X3 + 0.000003 X4 + 0.0000001 X5 + 0.000003 

X9 + 2.34439 dengan R2 = 0.98895; untuk jenis kerusakan Potholes Y = 

0.00013 X3 + 0.22817 dengan R2 = 0.95348. (Sufanir, Angga 

Marditama Sultan; 2018).  Tujuan untuk mengetahui model persamaan 

kerusakan perkerasan jalan. 

7. Analisis Kondisi Permukaan Perkerasan Jalan pada Jalan Lemah / lendut 

dengan Metode PCI dan RCI  

Penilaian kondisi permukaan jalan merupakan salah satu tahapan 

untuk menentukan jenis program evaluasi yang perlu dilakukan. Dua 

metode yang dapat digunakan dalam melakukan penilaian kondisi jalan 

adalah metode Pavement Condition Index dan metode Road Condition 

Index.Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan nilai kondisi ruas 

jalan Lemahneundeut berdasarkan kedua metode tersebut. Metode yang 

digunakan adalah penelitian lapangan dengan data berupa hasil survei 

kerusakan jalan. Urutan prioritas penanganan jalan dengan metode PCI 

merangking kondisi perkerasan dari nilai 0 hingga 100 sedangkan 

metode RCI didasarkan pada rentang nilai 0 sampai 10. Hasil evaluasi 

kondisi ruas jalan Lemahneundeut dengan metode PCI didapatkan rata-

rata nilai PCI adalah 84,785 yang berarti kondisi fungsional jalan sangat 

baik dan metode RCI sebesar 7,5 yang berarti jalan dalam kondisi 

permukaan sangat baik dan umumnya rata namun masih memerlukan 

pemeliharaan yang rutin. (Ing, Tan Lie Riana, Septa ;2019). Tujuan dari 

penulisan ini adalah mencari metode yang dapat digunakan dalam 

melakukan penilaian kondisi jalan. 
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8. ANALISIS NILAI KONDISI PERKERASAN JALAN SECARA 

VISUAL DENGAN METODE BINA MARGA DAN PAVEMENT 

CONDITION INDEX STUDI KASUS: JALAN MASTRIP (SBY 

10+100 - 10+700) 

Prasarana transportasi jalan yang setiap waktu terbebani oleh 

volume lalu lintas yang tinggi dan berulang-ulang akan menyebabkan 

terjadinya penurunan kualitas perkerasan jalan. Evaluasi kondisi 

perkerasan jalan sangat perlu dilakukan untuk monitoring seberapa 

tingkat kerusakan yang terjadi pada suatu ruas jalan. Metode yang 

digunakan dalam rangka menentukan tingkat nilai kondisi kerusakan 

perkerasan jalan yaitu metode Bina Marga dan Pavement Condition 

Index. Penelitian bertujuan untuk mengetahui tingkat nilai kondisi 

perkerasan jalan dari kerusakan yang terjadi pada Jalan Mastrip (SBY 

10+100 - 10+700) yang merupakan jalan kolektor di kawasan industri 

wilayah Surabaya Selatan dan akses utama menuju Kabupaten Gresik. 

Penilaian kondisi perkerasan disertai dengan usulan perbaikan yang 

direkomendasikan berdasarkan kerusakan kemudian dilakukan 

perhitungan estimasi biaya untuk menentukan alternatif yang paling 

murah ditinjau dari segi efisiensi biaya perbaikan kerusakan perkerasan 

jalan. Perhitungan nilai kondisi berdasarkan pengamatan survei dengan 

metode Bina Marga termasuk program pemeliharaan berkala dengan 

usulan perbaikan antara lain penebaran pasir, pengaspalan, penutupan 

retak, penambalan lubang dan perataan. Sedangkan metode Pavement 

Condition Index termasuk kategori baik dengan usulan perbaikan antara 

lain penambahan pasir, penutupan retak, penambalan parsial, penutup 

permukaan, dan overlay. Kerusakan paling parah terjadi pada Segmen 8 

(10+600 - 10+500) dengan kategori sangat buruk. Estimasi biaya 

berdasarkan usulan perbaikan metode Bina Marga sebesar Rp. 

28.912.845,- sedangkan metode Pavement Condition Index sebesar Rp. 

78.050.372,-. Perhitungan estimasi biaya metode Bina Marga dinilai 

lebih murah dibandingkan metode Pavement Condition Index dengan 

selisih Rp. 49.137.527,- atau sekitar 63%. Kata Kunci: Nilai Kondisi, 

Usulan Perbaikan, Estimasi Biaya (MOCH FIRMAN BAGUS 

WICAKSONO, PURWO     PURWO MAHARDI 2013). Tujuan 
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penulisan adalah penilaian kondisi perkerasan disertai dengan usulan 

perbaikan jalan. 

9. STRATEGI PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR JALAN DI 

KABUPATEN ACEH UTARA  

Jalan raya merupakan salah satu sektor untuk memacu 

pertumbuhan ekonomi yang pada dasarnya merupakan sektor utama 

yang menghubungkan berbagai macam aktivitas ekonomi, sosial, dan 

budaya. Ketersediaan jalan yang baik dan stabil berpengaruh terhadap 

kelancaran lalulintas. Pengelolaan yang baik serta pemeliharaan jalan 

yang terus menerus mampu mempertahankan umur rencana jalan. 

Mengingat dana yang sangat terbatas yang dialokasikan oleh Pemerintah 

Kabupaten Aceh Utara setiap tahunnya untuk pemeliharaan jalan, maka 

perlu dilakukan skala prioritas pelaksanaan pemeliharaan jalan yang ada. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui urutan prioritas penanganan 

pemeliharaan jalan, berdasarkan data survei yang dianalisis dengan 

skala Likert. Parameter yang diperhitungkan meliputi kondisi 

permukaan jalan, lalulintas harian rata-rata, kapasitas jalan dan tingkat 

pelayanan jalan. Penelitian ini dilakukan dengan metode survei dan 

pengumpulan data di lapangan. Selanjutnya melakukan analisa data 

untuk dapat mengetahui nilai urutan prioritas berdasarkan parameter 

yang telah ditentukan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada jalan 

jalan di kabupaten Aceh Utara, skala prioritas pemeliharaan jalan 

dilakukan berdasarkan kondisi permukaan jalan dan lalulintas harian 

rata-rata. Urutan dari skala prioritas pemeliharaan jalan adalah ruas jalan 

Krueng Mane - Sawang 14 poin (1), ruas jalan Sawang - Riseh Tunong 

11 poin (2), ruas jalan Mane Tunong - Pinto Makmur 10 poin (3), ruast 

jalan Kuta Meuligo - Blang Reuleung 9 poin (4), ruas jalan Menasah 

Pulo - Teupin Reuseup 8. 

10. Skala Prioritas Pemeliharaan Jalan Provinsi Jawa Tengah Studi Kasus : 

Ruas Jalan Di Wilayah Bakorwil ( Badan Koordinasi Wilayah) I  

Wilayah Bakorwil (Badan Koordinasi Wilayah) I memiliki kondisi 

infrastruktur jalan yang cukup memprihatinkan. Untuk memperbaiki 

maupun mempertahankan kondisi baik jalan, memerlukan biaya yang 

besar, pada kenyataannya hal tersebut tidak diikuti dengan tersedianya 
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alokasi anggaran infrastruktur jalan yang mencukupi sehingga dengan 

terbatasnya anggaran diperlukan strategi pemeliharaan jalan yang tepat, 

efektif dan efisien. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis 

dan mendapatkan faktor yang mempengaruhi penentuan skala prioritas 

pemeliharaan jalan, mengetahui faktor yang paling dominan dalam 

penentuan pemeliharaan suatu ruas jalan provinsi dan mendapatkan 

urutan skala prioritas pemeliharaan jalan provinsi di wilayah Bakorwil 

(Badan Koordinasi Wilayah) I. Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode kuantitatif. Metode pengumpulan data diperoleh  dari 

hasil wawancara dan kuesioner.  Responden penelitian terdiri dari 

pegawai di lingkungan Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya, Bappeda 

Provinsi Jawa Tengah serta Konsultan Perencana dengan tingkat 

pendidikan minimal S1 dan pengalaman kerja minimal 10 tahun di 

bidangnya. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis statistik 

deskriptif dengan pengujian validitas dan realibilitas variabel dengan 

bantuan program Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) serta 

penentuan strategi pemeliharaan jalan menggunakan metode Analytical 

Hierarchy Process (AHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor 

yang mempengaruhi penetuan skala prioritas pemeliharaa jalan adalah 

Kondisi Jalan dengan bobot 0,295 (29,5%) , Kebijakan dengan bobot 

0,202 (20,2%) ; Aksesibilitas dengan bobot 0,195 (19,5%), Kondisi 

Geografis dengan bobot 0,179 (17,9%) serta Ketersediaan Sumbaer 

Daya dengan bobot 0,129 (12,9%). Sedangkan urutan pemeliharaan 

jalan yang menjadi prioritas pertama adalah ruas jalan Kuwu-Galeh/ Bts. 

Kab. Sragen dan prioritas terakhir adalah ruas jalan Mr. Iskandar 

(Pati).  (Pamungkas, Agus Wahyudi, Slamet Imam Adhy, Djoko 

Susilo;2017). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan skala 

prioritas dalam penanganan pemeliharaan rutin jalan. 
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NO Penulis, Tahun Pokok Metode Hasil 

1 2 3 4 5 

1 Zainur Rohmah; 

2017 

kerusakan dan 

cara 

penanganannya 

survei lapangan. 

Penelitian yang 

dilakukan di Pantai 

Tanjung Papuma. 

Pengumpulan data 

menggunakan teknik 

pengamatan dan 

dokumentasi. Analisa 

dilakukan dengan 

menentukan nilai PCI 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi ruas jalan 

akses obyek wisata pantai Tanjung Papuma dalam 

kondisi cukup; metode penanganan kerusakan ruas jalan 

menuju akses wisata Pantai Tanjung Papuma yang 

dilakukan untuk memperbaiki tingkat layanan jalan 

menurut Bina Marga adalah P2 (Laburan aspal 

setempat), P4 (Mengisi retakan), P5 (Penambalan 

lubang), dan P6 (Perataan), sedangkan untuk jenis 

pekerjaan meliputi Latasir/sandsheet, Galian perkerasan 

aspal, Lapis resap pengikat, Lapis perekat, Aggregat 

kelas, ATB, dan ATBL. Manajemen pemeliharaan jalan 

pada akses wisata Tanjung Papuma dilakukan dengan 

program pemeliharaan secara berkala 

2 Jatmiko Budi 

Antoro; 2015 

penentuan 

metode 

kerusakan dan 

cara 

penanganannya 

Pavement Condition 

Index (PCI) yang 

digunakan untuk 

mengetahui kondisi 

jalan dan metode 

Hasil penelitian menemukan 7 jenis  kerusakan  yaitu 

retak memanjang & melintang, retak kulit buaya, 

pelapukan dan butiran lepas, tambalan, sungkur, 

kegemukan serta lubang. Dari 9 ruas jalan yang diteliti, 

diperoleh bahwa jalan Pangeran Antasari mengalami 
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Analytical Hierarchy 

Process untuk 

menentukan urutan 

prirotas pemeliharaan 

jalan 

kerusakan paling besar dengan nilai PCI sebesar 50,20. 

Untuk penentuan kriteria pemeliharaan jalan dengan 

metode AHP menghasilkan kriteria kondisi jalan 

sebagai kriteria tertinggi  dengan bobot 0,4213. Dari 

penilaian masing-masing kriteria terhadap 9 ruas jalan 

didapatkan bahwa ruas jalan Diponegoro menjadi 

prioritas pertama dengan bobot 0,8596  

3 Trissiyana; 2017 menitik 

beratkan pasa 

prioritas dan 

kendala yang 

dihadapai 

dalam 

penentuan 

skala prioritas 

pengumpulan data baik 

diperoleh dari data 

primer maupun dari data 

sekunder. Data primer 

dalam penelitian ini 

diperoleh melalui 

kuisioner atau 

wawancara kepada 

pihak-pihak 

(stakeholders) yang 

berkompeten.  

dalam penentuan prioritas pemeliharaan jalan diperoleh 

urutan faktor-faktor yang  mempengaruhi penentuan 

pemeliharaan jalan kabupaten, yaitu Faktor Ekonomi 

dengan mean 4,64, Faktor Kebijakan dengan mean 4,27, 

Faktor Klasifikasi Jalan Menurut Fungsi dengan mean 

4,11, Faktor Tata Guna Lahan dengan mean 4,03, 

Faktor Kondisi Jalan dengan mean 3,56 Faktor Volume 

Lalu Lintas, dengan mean 3,24. Urutan prioritas 

pemeliharaan jalan per jenis pemeliharaan adalah 

Pemeliharaan Rutin Jalan, dengan mean 4,68, 

Rehabilitasi Jalan dengan mean 4,34, Pemeliharaan 

Berkala Jalan dengan mean 4,18. Berdasarkan urutan 

faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penentuan 
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prioritas pemeliharaan jalan kabupaten adalah 

kurangnya petugas pengamat jalan untuk melakukan 

penilaian kerusakan jalan, tidak seimbangnya antara 

dana dengan jalan yang dipelihara dan kurangnya 

koordinasi antar penentu kebijakan dengan stakeholder. 

Urutan alternatif solusi peningkatan pemeliharaan jalan 

kabupaten yaitu identifikasi kerusakan yang lebih detail, 

pemeliharaan yang tepat sasaran, pelaksanaan yang 

tepat sesuai rencana, memberikan pelatihan teknis yang 

sesuai, menambah tenaga yang berpengalaman 

4 Sri Suciati; 

2017) 

Menitik 

beratkan pada 

uji laik fungsi 

jalan 

Metode yang dilakukan 

dengan metode 

pendekatan kuantitatif 

AHP 

Dalam menentukan tingkat kepentingan penanganan uji 

laik fungsi jalan. Analisa uji laik fungsi teknis jalan 

dilakukan dengan mengisi kuisioner oleh ahli jalan dan 

pihak terkaituntuk mengetahui tingkat kepentingan 

penanganan uji laik fungsi jalan. Hasil penelitian AHP 

didapatkan tingkat kepentingan penanganan pada 

struktur geometrik jalan.( Suciati, Sri; 2017). Pada 

penulisan ini Menitik beratkan pada uji laik fungsi jalan 

5 Ahmad Feriko 

Gama; 2019 

menentukan 

prioritas 

Teknik pengumpulan 

data dilakukan melalui 

Bentuk umum yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan teknik Analisis Rasio Manfaat-Biaya 
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penanganan 

ruas jalan 

strategis 

berdasarkan 

ruas jalan 

bukan 

kebutuhan 

dana yang ada 

korespondensi, dan 

daftar pertanyaan 

(questionaire), sedang 

analisis data dilakukan 

dengan metode AHP 

menggunakan program 

Expert Choice 

(Benefit Cost Ratio), yang dibentuk oleh dua hirarki 

yaitu hirarki yang berhubungan dengan Evaluasi 

Manfaat (KAD, PHD, KTBO dan PWT), serta yang 

berhubungan dengan Evaluasi Biaya (BI, BOP serta 

BPL). Berdasarkan hasil penilaian responden melalui 

kuesioner, ruas jalan strategis di Kabupaten Demak 

antara lain jalan Mranggen-Bulusari, jalan Karangawen-

Pamongan, jalan Gajah-Dempet, jalan Demak-Bonang, 

dan jalan  Bengkal-Karanganyar. Sedangkan hasil 

analisis dengan metode AHP menggunakan program 

Expert Choice diperoleh bahwa variabel terpenting dari 

Kriteria Manfaat adalah KTBO, lalu untuk Kriteria 

Biaya, variabel terpentingnya ialah BOP. Kemudian 

dengan membandingkan hasil Kriteria Manfaat 

Menyeluruh dengan hasil Kriteria Biaya Menyeluruh 

diperoleh 3 (tiga) ruas jalan strategis yang Rasio 

Manfaat-Biaya (Benefit-Cost Ratio) lebih besar dari 

satu (B/C>1) 

6 Sufanir, Angga 

Marditama 

mengetahui 

model 

Metode yang digunakan 

yaitu analisis regresi 

Ruas jalan Nagreg Batas Bandung-Garut merupakan 

jalan nasional tipe 2 lajur 2 arah tak terbagi dengan 
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Sultan; 2018 persamaan 

kerusakan 

perkerasan 

jalan 

linear berganda 

menggunakan program 

Microsoft Excel. Persen 

kerusakan jalan sebagai 

perubah tidak bebas Y. 

fungsi jalan arteri primer kelas I dan tata guna lahan 

pada ruas tersebut yaitu kawasan komersial, kawasan 

pemukiman, dan kawasan hijau. Ruas jalan tersebut 

menghubungkan wilayah Kabupaten Bandung dengan 

wilayah Kabupaten Garut, serta sebagai akses jalan 

utama dari wilayah barat menuju wilayah timur Pulau 

Jawa melalui Jalur Selatan. Jenis perkerasan eksisting 

merupakan perkerasan lentur dengan jenis kerusakan 

yang terjadi, yaitu:  Alligator cracking, Patching and 

utility cut patching, dan Potholes. Penelitian ini 

menggunakan data hasil survey pada tahun 2016 dengan 

tujuan untuk mengetahui model persamaan kerusakan 

perkerasan jalan pada Ruas Jalan Nagreg Batas 

Bandung-Garut KM Bdg 40+100 s/d KM Bdg 42+430. 

Model persamaan kerusakan jalan dapat digunakan 

untuk memproyeksikan kerusakan di masa yang akan 

datang, guna membantu dalam mempersiapkan biaya 

pemeliharaan jalan secara jangka panjang. Metode yang 

digunakan yaitu analisis regresi linear berganda 

menggunakan program Microsoft Excel. Persen 
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kerusakan jalan sebagai peubah tidak bebas Y, 

sedangkan kumulatif ESAL per-golongan kendaraan 

sebagai peubah bebas X, yang masing-masing adalah 

X1; X2; X3; X4; X5; X6; X7; X8; dan X9. Proses 

pemilihan persamaan model kerusakan jalan mengikuti 

metode analisis langkah-demi-langkah tipe 1, didapat 

hasil untuk jenis kerusakan Alligator cracking Y = 

0.00003 X4 + 1.32531 dengan R2 =  0.97844; untuk 

jenis kerusakan Patching and utility cut patching Y = 

0.00481 X1 + 0.00085 X3 + 0.000003 X4 + 0.0000001 

X5 + 0.000003 X9 + 2.34439 dengan R2 = 0.98895; 

untuk jenis kerusakan Potholes Y = 0.00013 X3 + 

0.22817 dengan R2 = 0.95348 

7 Ing, Tan Lie 

Riana, Septa ; 

2019 

mencari 

metode yang 

dapat 

digunakan 

dalam 

melakukan 

penilaian 

Metode yang digunakan 

adalah penelitian 

lapangan dengan data 

berupa hasil survei 

kerusakan jalan. Urutan 

prioritas penanganan 

jalan dengan metode 

Penilaian kondisi permukaan jalan merupakan salah 

satu tahapan untuk menentukan jenis program evaluasi 

yang perlu dilakukan. Dua metode yang dapat 

digunakan dalam melakukan penilaian kondisi jalan 

adalah metode Pavement Condition Index dan metode 

Road Condition Index.Penelitian ini bertujuan untuk 

membandingkan nilai kondisi ruas jalan 
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kondisijalan 

 

PCI merangking kondisi 

perkerasan 

Lemahneundeutberdasarkan kedua metode tersebut. 

Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan 

dengan data berupa hasil survei kerusakan jalan. Urutan 

prioritas penanganan jalan dengan metode 

PCImerangking kondisi perkerasan dari nilai 0 hingga 

100 sedangkan metode RCI didasarkan padarentang 

nilai 0 sampai 10. Hasil evaluasi kondisi ruas jalan 

Lemahneundeut dengan metode PCIdidapatkan rata-

rata nilai PCI adalah 84,785 yang berarti kondisi 

fungsional jalan sangat baik danmetode RCI sebesar 7,5 

yang berarti jalan dalam kondisi permukaan sangat baik 

dan umumnyarata namun masih memerlukan 

pemeliharaan yang rutin. (Ing, Tan Lie Riana, Septa 

;2019). Tujuan dari penulisan ini adalah mencari 

metode yang dapat digunakan dalam melakukan 

penilaian kondisi jalan. 

8 MOCH 

FIRMAN 

BAGUS 

WICAKSONO, 

Tujuan 

penulisan 

adalah 

penilaian 

Metode yang digunakan 

dalam rangka 

menentukan tingkat nilai 

kondisi kerusakan 

Penilaian kondisi perkerasan disertai dengan usulan 

perbaikan yang direkomendasikan berdasarkan 

kerusakan kemudian dilakukan perhitungan estimasi 

biaya untuk menentukan alternatif yang paling murah 
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PURWO 

MAHARDI; 

2013 

kondisi 

perkerasan 

disertai dengan 

usulan 

perbaikan jalan 

perkerasan jalan yaitu 

metode Bina Marga dan 

Pavement Condition 

Index 

ditinjau dari segi efisiensi biaya perbaikan kerusakan 

perkerasan jalan. Perhitungan nilai kondisi berdasarkan 

pengamatan survei dengan metode Bina Marga 

termasuk program pemeliharaan berkala dengan usulan 

perbaikan antara lain penebaran pasir, pengaspalan, 

penutupan retak, penambalan lubang, dan 

perataan.Sedangkan metode Pavement Condition Index 

termasuk kategori baik dengan usulan perbaikan antara 

lain penambahan pasir, penutupan retak, penambalan 

parsial, penutup permukaan, dan overlay 

9 Herman Fithra 

Tantawi; 2018 

Tujuan 

penulisan ini 

adalah untuk 

memilih ruas 

jalan mana 

yang perlu 

didahulukan 

dalam 

penanganannya 

metode survei dan 

pengumpulan data di 

lapangan. Selanjutnya 

melakukan analisa data 

untuk dapat mengetahui 

nilai urutan prioritas 

berdasarkan parameter 

yang telah ditentukan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui urutan 

prioritas penanganan pemeliharaan jalan, berdasarkan 

data survei yang dianalisis dengan skala Likert. 

Parameter yang diperhitungkan meliputi kondisi 

permukaan jalan, lalulintas harian rata-rata, kapasitas 

jalan dan tingkat pelayanan jalan. Penelitian ini 

dilakukan dengan metode survei dan pengumpulan data 

di lapangan. Selanjutnya melakukan analisa data untuk 

dapat mengetahui nilai urutan prioritas berdasarkan 

parameter yang telah ditentukan. Berdasarkan penelitian 
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yang dilakukan pada jalan jalan di kabupaten Aceh 

Utara, skala prioritas pemeliharaan jalan dilakukan 

berdasarkan kondisi permukaan jalan dan lalulintas 

harian rata-rata. Urutan dari skala prioritas 

pemeliharaan jalan adalah ruas jalan Krueng Mane - 

Sawang 14 poin (1), ruas jalan Sawang - Riseh Tunong 

11 poin (2), ruas jalan Mane Tunong - Pinto Makmur 10 

poin (3), ruast jalan Kuta Meuligo - Blang Reuleung 9 

poin (4), ruas jalan Menasah Pulo - Teupin Reuseup 8 

poin (5), dan ruas jalan Krueng Mane - Bungkah 7 poin 

(6). Urutan 1-3 masuk dalam peningkatan jalan dan 

urutan 4-6 merupakan pemeliharaan berkala 

10 Pamungkas, 

Agus Wahyudi, 

Slamet Imam 

Adhy, Djoko 

Susilo;2017 

Tujuan dari 

penelitian ini 

adalah untuk 

menentukan 

skala prioritas 

dalam 

penanganan 

pemeliharaan 

Metode analisis data 

yang digunakan adalah 

analisis statistik 

deskriptif dengan 

pengujian validitas dan 

realibilitas variabel 

dengan bantuan program 

Statistical Package for 

Wilayah Bakorwil (Badan Koordinasi Wilayah) I 

memiliki kondisi infrastruktur jalan yang cukup 

memprihatinkan. Untuk memperbaiki maupun 

mempertahankan kondisi baik jalan, memerlukan biaya 

yang besar, pada kenyataannya hal tersebut tidak diikuti 

dengan tersedianya alokasi anggaran infrastruktur jalan 

yang mencukupi sehingga dengan terbatasnya anggaran 

diperlukan strategi pemeliharaan jalan yang tepat, 
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rutin jalan the Social Sciences 

(SPSS) serta penentuan 

strategi pemeliharaan 

jalan menggunakan 

metode Analytical 

Hierarchy Process 

(AHP) 

efektif dan efisien. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk menganalisis dan mendapatkan faktor yang 

mempengaruhi penentuan skala prioritas pemeliharaan 

jalan, mengetahui faktor yang paling dominan dalam 

penentuan pemeliharaan suatu ruas jalan provinsi dan 

mendapatkan urutan skala prioritas pemeliharaan jalan 

provinsi di wilayah Bakorwil (Badan Koordinasi 

Wilayah) I. Metode penelitian yang digunakan adalah 

metode kuantitatif. Metode pengumpulan data 

diperoleh  dari hasil wawancara dan 

kuesioner.  Responden penelitian terdiri dari pegawai di 

lingkungan Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya, 

Bappeda Provinsi Jawa Tengah serta Konsultan 

Perencana dengan tingkat pendidikan minimal S1 dan 

pengalaman kerja minimal 10 tahun di bidangnya. 
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2.2 TINJAUAN PUSTAKA 

Pada saat awal tahun anggaran SKPD (Satuan Kerja Perangkat 

Daerah) akan mengusulkan kebutuhan dana akan penanganan pekerjaan 

yang telah dibebankan pada SKPD tersebut namun usulan yang telah kita 

ajukan tidak selalu bias mulus terrealisasikan sesuai dengan harapan SKPD 

yang mengusulkan tersebut hal ini dikarenakan adanya kebijakan 

pendanaan, hal ini juga berlaku di UPT. Pengelolaan Jalan dan Jembatan 

Bojonegoro di Tuban yang berada di bawah naungan Dinas Pekerjaan 

Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur. Sehingga kebijakan tersebut 

berakibat semua ruas jalan tidak dapat tertangani seluruhnya, untuk itu 

dalam penyusunan program penanganan jalan harus menghasilkan urutan 

prioritas / peringkat ruas-ruas jalan yang akan ditangani, sehingga dalam 

penanganannya diperlukan metode seleksi untuk menentukan 

peringkat/prioritas tersebut yang dapat menampung berbagai kebijakan dan 

permasalahan yang terjadi, dalam hal ini metode yang diusulkan adalah 

Methode Analitycal Hierarchy Process. 

Adapun data yang di perlukan untuk tujuan tersebut adalah data-data 

eksisting ruas-ruas jalan dan data/informasi tentang kriteria penanganan 

jalan yang ada di UPT. Pengelolaan Jalan dan Jembatan Bojonegoro di 

Wilayah Kabupaten Tuban yang melakukan penanganan jalan provinsi di 

wilayah kabupaten Tuban didapat melalui data-data yang ada di Kantor 

Pengelolaan Jalan dan Jembatan Bojonegoro di Wilayah Kabupaten Tuban, 

daru hasil analisis tersebut akan diperoleh pembobotan setiap elemen / 

kriteria yang nantinya akan dikalikan dengan bobot nilai kriteria yang sama 

yang dihasilkan dari data eksisting setiap ruas-ruas jalan, sehingga setiap 

ruas jalan akan mendapatkan skore dengan nilai angka tertinggi adalah 

mendapatkan prioritas pertama untuk ditangani dan akhirnya tersusun suatu 

daftar prioritas ruas-ruas jalan yang akan mendapatkan penanganan. 

Untuk menentukan urutan/prioritas ruas-ruas jalan dibagi menjadi 4 

elemen berdasarkan urutan kerusakan pada perkerasan jalan, perilaku lalu 

lintas, kerusakan samping jalan dan public komplain. Kriteria yang 

memperoleh intensitas pentingannya / prioritas paling tinggi adalah 

kerusakan pada perkerasan jalan yaitu 56%, hal ini didukung dengan sub 

kriteria crack/retak-retak (19%) dan deformasi/lubang-lubang (32%) yang 
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mana bila kedua sub kriteria tersebut terjadi maka ruas jalan tersebut harus 

mendapat penanganan segera. Sedangkan untuk kriteria perilaku lalu lintas 

bobot tingkat pentingnya adalah pada posisi kedua yaitu 24%, ini karena 

terdapat sub kriteria derajad kejenuhan (14%). Untuk kriteria kerusakan 

pada samping jalan dan publik komplain walaupun ada sedikit pengaruhnya, 

dianggap kurang penting terhadap penyebab penanganan jalan sehingga 

mendapatkan bobot 14% dan 6%. (Rochim dan Prayitno, 2007) 

Tuntutan agar seluruh ruas jalan dalam kondisi mantap setiap saat 

sepanjang tahun mengharuskan untuk membuat prioritas penanganan dan 

pemeliharaan terhadap ruas – ruas jalan yang ada. Dalam menyusun model 

hirarki keputusan untuk penentuan prioritas pemeliharaan suatu ruas jalan 

diperlukan faktor – faktor dominan dalam pengambilan keputusan prioritas 

pemeliharaan ruas jalan diperoleh melalui serangkaian data survey. 

Hasil studi pada ruas jalan propinsi menunjukkan bahwa ada empat 

faktor dominan dalam penentuan prioritas pemeliharaan jalan, yaitu : tingkat 

kemantapan jalan, International Roughness Index (IRI), lalu lintas harian 

rata – rata (LHR) dan tuntutan masyarakat pengguna jalan. ( Winarno dan 

Utomo, 2007 ) 

Kegiatan pemeliharaan berkala merupakan salah satu bagian dari 

program pemeliharaan jaringan jalan. Kendala yang dihadapi UPT. 

Pengelolaan Jalan dan Jembatan Bojonegoro di Wilayah Kabupaten Tuban 

dalam menentukan urutan prioritas usulan pemeliharaan berkala adalah 

keterbatasan anggaran dana dan tidak ada metode tertentu dalam 

pembobotan kriteria, sehingga prioritas yang dihasilkan tidak sesuai dengan 

kondisi yang ada di lapangan. Pada kondisi eksisting hanya digunakan 

kriteria dari hasil survei lapangan yaitu Kriteria Kondisi Jalan dan Kriteria 

Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR), tanpa adanya pembobotan tingkat 

kepentingan kriteria tersebut.  

Urutan prioritas usulan ditentukan berdasarkan besarnya jumlah 

manfaat yang didapat dari jumlah perkalian antara bobot kepentingan 

kriteria dengan nilai kriteria untuk setiap ruas jalan. Parameter yang 

digunakan pada metode pembobotan, disusun berdasarkan sasaran dan 

tujuan renstrada yang sesuai dengan program penanganan jalan, yaitu ; 

potensi komuditi unggulan, manfaat pemakai jalan, jumlah penduduk 
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pengguna ruas jalan, jumlah fasilitas umum, peran serta masyarakat dalam 

pemeliharaan jalan, kondisi ruas jalan, lalulintas harian rata rata, dan jumlah 

trayek angkutan umum. Hasil pembobotan kriteria digunakan untuk 

mendapatkan nilai manfaat masing-masing kriteria. Berdasarkan hasil 

evaluasi perbandingan, hasil urutan prioritas usulan dengan metode 

pembobotan dinilai lebih baik dan lebih lengkap. ( Fataruba dan Aryani, 

2006 ) 

Program prioritas penanganan jalan dengan metode Analytical 

Hierarchy Process dilakukan pendekatan yang agak berbeda dengan 

pendekatan yang dilakukan pada model IRMS (Integrated Road 

Management System) maupun Surat Keputusan Direktorat Jenderal Bina 

Marga no. 77/KPTS/Db/1990 yang telah digunakan di Dinas-dinas PU. 

Dalam hal ini perlu memasukkan berbagai kriteria seperti kondisi 

lingkungan, potensi daerah serta kemungkinan kerusakan jalan akibat 

bencana alam akibat banjir, tanah longsor. 

Hasil analisis tersebut di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa 

peringkat yang dihasilkan dengan metoda ini lebih realistis dibandingan 

pembobotan berdasarkan NPV, karena memasukkan perbagai komponen 

lain selain arus lalu lintas. Di tempat-tempat dengan arus lalu lintas yang 

rendah, tetapi potensial untuk berkembang, seperti Kawasan Timur 

Indonesia, maka sistem pembobotan ini akan lebih sesuai. ( Munawar dan 

Subchan, 2002 ) 

 

2.3 DASAR TEORI 

1. Pengelolaan Jalan Provinsi 

Negara memberikan wewenang kepada pemerintah provinsi dan 

pemerintah kabupaten untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan. Pada 

UU 38/ 2004 tentang jalan juga menyebutkan bahwa masyarakat 

berperan serta dalam penyelenggaraan jalan. Khususnya untuk DPU 

Bina Marga Provinsi Jawa Timur, negara memberikan wewenang 

penyelenggaraan jalan provinsi. Selanjutnya sesuai dengan sistem 

pemerintahan yang berlaku di Indonesia wewenang tersebut 

dilimpahkan kepada instansi yang ditunjuk di Wilayah tersebut. 

Wewenang penyelenggaraan jalan tersebut meliputi kegiatan 



29 
 

 

penyelenggaraan jalan yang meliputi kegiatan-kegiatan yang meliputi 

seluruh siklus kegiatan dan perwujudan jalan yang meliputi pengaturan, 

pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan. Dalam Undang-

Undang No. 38 Tahun 2004, tugas-tugas tersebut dibagi secara 

terstruktur dirangkum dalam Tabel 2.1. 

Jalan provinsi adalah merupakan jalan Kolektor dalam sistem 

jaringan jalan primer yang tidak termasuk dalam jalan nasional atau 

jalan Kabupaten, yang menghubungkan kabupaten satu dengan 

Kabupaten yang lain atau yang menghubungkan antara jalan Arteri satu 

dengan jalan Arteri yang lainnya, antar Kabupaten, dengan pusat 

kegiatan lokal, antar pusat kegiatan. Serta jalan umum dalam sistim 

jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis 

kabupaten. Sedangkan berdasarkan perkiraan LHR (Lalu lintas Harian 

Rata-rata) yang melalui jalan tersebut sesuai dengan umur rencana yang 

ditetapkan, maka jalan tersebut diklasifikasikan menjadi Kelas IIIA, 

dengan muatan sumbu terberat (MST) sebesar 8 Ton. Volume lalu lintas 

pada kelas jalan tersebut dikelompokkan kedalam volume lalu lintas 

normal, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.1. Namun kadang kala 

dimungkinkan terjadi pada jalan tersebut dengan volume lalu lintas 

normal. Sehingga dalam metode perencanaannya, baik tebal perkerasan 

dan juga perencanaan geometriknya harus disesuaikan dengan keadaan 

volume lalu lintas yang ada, yaitu volume lalu lintas rendah (LHR < 

1.000 smp) atau volume lalu lintas normal (LHR > 1.000 smp). Syarat 

minimal digunakan bila anggaran tidak mencukupi, pekerjaan layak 

secara ekonomis, dan sumber daya mendukung/ memadai. 
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Tabel 2.1 Wewenangan Pemerintah Provinsi dalam Penyelenggaraan  

Jalan Provinsi 

No Wewenang   Pengertian   

   

1. Pengaturan a. perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan Provinsi 

berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan 

dengan memperhatikan  keserasian  antar  daerah  

dan  antar kawasan, 

b.  penyusunan pedoman  operasional penyelenggaraan 

jalan Provinsi, 

c.  penetapan status jalan provinsi, 

d.  penyusunan perencanaan jaringan jalan provinsi.  

2. Pembinaan a.   pemberian bimbingan,  penyuluhan, serta  

pendidikan dan   pelatihan   para   aparatur   

penyelenggara   jalan provinsi, 

b.  pemberian izin, rekomendasi, dispensasi, dan 

pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, 

ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan, 

c.  pengembangan teknologi terapan di bidang jalan 

untuk jalan provinsi. 

3. Pembangu- 

Nan 

a.  perencanaan teknis, pemrograman dan 

penganggaran, pengadaan  lahan,  serta  pelaksanaan  

konstruksi  jalan provinsi, 

b.  pengoperasian dan pemeliharaan jalan provinsi, 

c.  pengembangan dan pengelolaan Manajemen 

pemeliharaan jalan provinsi, 

4. Pengawasan a.  evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan provinsi, 

b.  pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan 

jalan provinsi, 

Sumber: UU No. 38 Tahun 2004  pasal 20, 26, 33, 39 tentang Jalan 
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Tabel 2.2 Klasifikasi Jalan Provinsi 

Kelas Fungsi 

 

LHR 

Lebar 

Tipe 

 

KRLL Perk. Keterangan Jalan Jalan (smp) Permukaan 

    (m)   

III A Kolektor 4 > 500 5,5 Aspal Jalan Provinsi yang 

 Primer     menghubungkan ibu 

      kota Provinsi dengan 

      

Ibu kota Kabupaten dan 

Ibu kota Kabupaten 

dengan ibu kota 

Kabupaten yang 

lainnya. 

 

Sumber : DPU, Teknik Pengelolaan Jalan, Seri Panduan  Pemeliharaan Jalan  

    Kabupaten, 2005 

2. Kegiatan Penanganan Prasarana Jalan 

 Tujuan penanganan prasarana jalan adalah untuk menjaga sistem 

infrastruktur jalan agar dapat berjalan sebagai mana mestinya sesuai 

tujuan penyelenggaraan prasarana jalan itu sendiri yaitu menciptakan 

jalan yang aman dan nyaman bagi penggunanya atau dengan kata lain 

dapat dikatakan bahwa tujuan penanganan jalan adalah untuk menjaga 

kondisi fisik dan operasional dari jaringan jalan agar tetap dalam kondisi 

baik sehingga dapat dioperasikan atau memberikan pelayanan sebagai 

mana mestinya. 

 Departemen Kimpraswil (Kepmenkimpraswil No.534/KPTS/M 

/2001) memiliki definisi mengenai tujuan penanganan jalan yakni 100% 

jalan mantap. Tingkat kemantapan jalan ditentukan oleh dua kriteria, 

yakni mantap secara konstruksi dan mantap dalam layanan lalu lintas.  

a. Definisi Kemantapan Jalan 

Adapun definisi kondisi pelayanan mantap, tidak mantap, dan 

kritis didefinisikan sebagai berikut: 

1) Kondisi Pelayanan Mantap 
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Kondisi pelayanan sejak konstruksi masih baru sampai dengan 

kondisi pelayanan pada batas kemantapan (akhir umur rencana), 

dengan penurunan nilai kemantapan wajar seperti yang 

diperhitungkan. Yang termasuk dalam kondisi ini adalah jalan 

dengan kondisi baik dan sedang. 

2) Kondisi Pelayanan Tidak Mantap 

Kondisi pelayanan berada diantara batas kemantapan sampai 

dengan batas kritis. Termasuk dalam kondisi ini adalah jalan 

dengan kondisi rusak atau kurang baik. 

3) Kondisi Kritis 

Kondisi pelayanan dengan nilai kemantapan mulai dari batas 

kekritisan sampai dengan tidak terukur lagi, dimana kondisi 

tersebut menyebabkan kapasitas jalan menurun. Termasuk 

dalam kondisi ini adalah jalan dengan kondisi rusak berat atau 

buruk. 

b. Kriteria Kemantapan Jalan  

 Guna menentukan suatu jalan dalam koridor "mantap" maka 

diperlukan beberapa parameter yang dapat dijadikan tolok ukur 

untuk menganalisisnya. Untuk keperluan praktis maka parameter 

yang dibutuhkan harus memenuhi beberapa syarat utama, antara 

lain: 

1) Parameter dapat mewakili/mencerminkan kondisi jalan yang 

ditinjau, 

2) Tersedia untuk seluruh jalan yang akan dievaluasi,  

3) Diperbarui minimal setiap tahun dengan biaya yang murah 

(ekonomis). Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.1 

dimana akibat kondisi lalu lintas dan kondisi non lalu lintas 

lainnya maka jalan akan mengalami penurunan kondisi yang 

diindikasikan terjadinya kerusakan pada permukaan 

perkerasan jalan. Penurunan kondisi tersebut mengakibatkan 

umur perkerasan jalan akan berkurang 
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PENGERTIAN KONDISI, KEMANTAPAN DAN PENANGANAN 

JALAN 

 
Sumber : Informasi Kebina Margaan, Dinas Pekerjaan Umum, 2007 

Gambar 2.1 Hubungan Kondisi Fisik Jalan dengan Kebutuhan Penanganan 
 
 

3. Kegiatan Pemeliharaan Jalan 

 Pengelolaan pemeliharaan jalan bukanlah pekerjaan yang 

mudah, lebih-lebih pada saat kondisi anggaran yang terbatas serta beban 

kendaraan yang cenderung jauh melampaui batas dan kondisi cuaca 

yang kurang bersahabat. Disamping itu, makin meningkatnya kesadaran 

masyarakat untuk menyampaikan tuntutannya atas penyediaan prasarana 

jalan merupakan tantangan yang perlu mendapat perhatian oleh 

penyelenggaran jalan. 

 Tujuan utama dari pelaksanaan pemeliharaan jalan ini adalah 

agar jalan yang bersangkutan dapat melayani lalu lintas sesuai dengan 

lingkungannya dalam batasan repetisi beban standar maupun 

kemampuan struktur yang telah direncanakan. Dengan dilaksanakannya 

program pemeliharaan jalan sesuai dengan ketentuan tersebut 

diharapkan jalan provinsi yang berkondisi mantap akan dapat 
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dipertahankan tetap mantap sampai jangka waktu pencapaian repetisi 

beban yang telah direncanakan  

 Kegiatan pemeliharaan jalan dapat dikelompokan atas beberapa 

kategori kegiatan pemeliharaan berdasarkan:  

a. Jenis Kegiatan pemeliharaan 

frekuensi penanganan atau waktu pelaksanaan, bentuk fisik 

pekerjaan, dan nilai pekerjaannya menurut frekuensi 

penanganannya, pemeliharaan yang dilakukan tersebut dapat 

dikelompokan atas beberapa kategori pemeliharaan yang masing-

masing jenis kegiatan pemeliharaan tersebut dapat ditunjukkan pada 

Tabel 2.3. Sedangkan untuk kegiatan pelebaran jalan, perbaikan 

geometri jalan, dan sudah tentu juga dengan pembangunan seksi 

jalan tidak termasuk dalam kegiatan pemeliharaan jalan, melainkan 

masuk dalam kegiatan pembangunan jalan. 

Kategori kegiatan pemeliharaan berdasarkan waktu penanganan 

tersebut adalah terdiri dari: 

1) Pemeliharaan Rutin 

Frekuensi pemeliharaan yang dilakukan adalah dengan interval 

penanganan kurang dari 1 (satu) tahun. Kegiatan pemeliharaan 

rutin ini dibedakan atas yang direncanakan secara rutin (cyclic) 

dan tidak direncanakan yang tergantung pada kejadian kerusakan 

(reactive). 

2) Pemeliharaan Periodik 

Frekuensi pemeliharaan yang dilakukan adalah secara periodik 

dengan interval penanganan beberapa tahun. Kegiatan 

pemeliharaan ini dilakukan baik untuk menambah nilai 

struktural ataupun memperbaiki nilai fungsionalnya yang 

meliputi kegiatan yang bersifat pencegahan (preventive), 

pelaburan (resurfacing), pelapisan tambah (overlay), dan 

rekonstruksi perkerasan (rehabilitation). 

3) Pekerjaan Darurat 

Frekuensi pemeliharaan darurat ini tidak dapat diperkirakan 

sebelumnya karena kejadiannya tersebut tidak dapat 

diperkirakan atau diprediksi. Pekerjaan pemeliharaan yang 
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termasuk dalam kegiatan ini adalah perbaikan sementara untuk 

jalan tertutup akibat longsoran, banjir atau bekas kecelakaan 

kendaraan. 

 

Tabel 2.3  Kategori Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan 

Kategori 

Kegiatan 

Tipe 

Kegiatan 

Uraian 

 

Aktifitas Kegiatan 

yang dilaksanakan 

Pemeliharaan 

Rutin(Routine 

Maintenance)  

Pekerjaan 

tersebut 

dilaksanakan 

tiap tahun 

Dananya di 

alokasikan 

tiap tahun 

Keadaan/ 

kondisi 

Mempunyai 

siklus tertentu 

(Cyclic) 

Kegiatan 

pemeliharaan rutin 

yang dilakukan 

secara terjadwal 

dengan interval 

tertentu untuk 

mengantisipasi 

akibat dari 

pengaruh 

lingkungan. 

Kegiatan untuk 

bangunan Pelengkap: 

o Pembersihan jalan 

dan bangun 

pelengkap jalan 

o Pengendalian 

tanaman/ 

pemotongan 

rumput. 

o Pemeliharaan 

gorong- gorong 

dan saluran 

drainase samping. 

o Jalan Beraspal : 

 Taburan Pasir 

(Sanding) 

 Laburan Aspal 

Pasir Setempat 

(local sealing) 

 Penyumbatan 

Retak (crack 

sealing) 

 Penambalan 

Permukaan/ 

Perataan 

Permukaan 

(skin patching/ 
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filling in) 

 Penambalan 

struktural 

(deep 

patching) 

 Penambalan 

Kerikil 

Setempat (spot 

regraveling/ 

patching) 

 Perataan Bahu 

dan lereng 

(filing on 

shoulder and 

slopes) 

 Perbaikan 

Drainase 

(improvement 

drainase) 

 Perbaikan 

Bahu Jalan 

(shoulder 

improvement) 

 

Sumber : DPU, Teknik Pengelolaan Jalan, Seri Panduan Pemeliharaan Jalan  

    Kabupaten, 2005 

 

 

 

 

 



37 
 

 

Tabel 2.4  Kategori Kegiatan Pemeliharaan Periodik Jalan 

Kategori Kegiatan 

Tipe 

Kegiatan Uraian 

 Aktifitas Kegiatan 

 

yang dilaksanakan      

    

Pemeliharaan Periodik Pencegahan 

Penambahan lapis 

tipis Jalan Berasapal : 

(Periodik Maintenance) (Preventive) aspal pada permukaan · Laburan Aspal Taburan 

· 

Pekerjaan direncana- 

kan dengan interval 

beberapa tahun. 

 guna memperbaiki  Pasir–BURAS 

  integritas permukaan  (Resealing) 

  

dan sebagai lapis 

kedap · 

Lapis Tipis Aspal Pasir 

- 

· Secara tipikal dana  

air namun tidak 

mening-  LATASIR/ HRS 

 harus dialokasikan  

katkan kekuatan 

struktur · Lapis Bubur Aspal 

 untuk tiap tahun  dari perkerasan  (Slurry Seal) 

 

 

    

 Pelaburan Penambahan lapis Jalan Beraspal : 

 (Resurfacing) permukaan guna · Laburan Permukaan 

  

memperbaiki 

integritas  Aspal (Surface 

  

dan kedap air dan 

tidak  Dressing), yaitu Burtu 

  untuk meningkatkan  dan Burda 

  kekuatan strukutr dari · Lapis Tipis Aspal Beton 

  perkerasan  - LATASTON (Thin 

    Overlay) 

   Jalan Tidak Beraspal : 

   · Regravelling 

    

 

Pelapisan 

Tambah Penambahan tebal Jalan Beraspal : 

 (Overlay) lapisan perkerasan · Lapis Penetrasi 

  dengan tebal tertentu  Macadam – LAPEN 

  guna meningkatkan  (Macadam) 

  Integritas struktur dan · Lapis Aspal Beton - 

  

meningkatkan 

kekuatan  LASTON (Asphalt 
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struktur dari 

perkerasan  Concrete) 

    

  Rekonsruksi 

Mengganti sebagai 

atau Jalan Beraspal : 

  Perkerasan 

keseluruhan dari 

perke- · Inlay 

  (Pavement rasan dan kemudian · Mil and Replace 

  

Reconstructio

n) menambahnya dengan · Full pevement 

   yang baru untuk  Recosntruction 

   meningkatkan itegritas   

   

struktural dan 

kekuatan   

   struktur perkerasan   

    

Pemeliharaan Khusus 

Pekerjaan 

Darurat 

Penanganan jalan 

secara Jalan Beraspal/ Tdk 

(Special Works) 

(Emergency 

works) 

darurat untuk jalan 

yang Beraspal: 

· Pekerjaan tsb tidak  

terhambat atau 

tertutup · Penanggulangan 

 dapat dipastikan  

akibat bencana alam 

atau  Kecelakaan kendaraan. 

· 

diawal.  kecelakaan kendaraan. · Penanggulangan 

Dibutuhkan dana    Bencana alam. 

 khusus/ dana konti-     

 gensi & dapat dima-     

 sukkan kedalam     

 pemeliharaan     

 tahunan.     

    

Sumber :  DPU,  Teknik  Pengelolaan  Jalan,  Seri  Panduan  Pemeliharaan  Jalan  

Kabupaten, 2005 

 

b. Pekerjaan Fisik  

Jenis  kegiatan  pemeliharaan  jalan  berdasarkan  fisik  dalam  

kegiatan pelaksanaannya   dapat   dikelompokan   menjadi:   
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perawatan,   rehabilitasi, penunjangan, dan peningkatan. Masing-

masing jenis kegiatan pemeliharaan tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

1) Perawatan Jalan 

Perawatan jalan adalah kegiatan merawat serta memperbaiki 

kerusakan-kerusakan setempat yang terjadi pada jalan. Kegiatan 

ini dilaksanakan secara terencana sesuai dengan kebutuhan agar 

kondisi pelayanannya dapat dipertahankan dan menurun secara 

wajar seperti yang diperhitungkan 

2) Rehabilitasi 

Rehabilitasi jalan merupakan kegiatan penanganan terhadap 

setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang 

berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/ tempat 

tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap. 

Dengan rehabilitasi, maka penurunan kondisi kemantapan 

tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai 

rencana yang diperkirakan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk 

mengatasi kerusakan-kerusakan pada segmen tertentu yang 

mengakibatkan penurunan yang tidak wajar pada kemampuan 

pelayanan jalan pada bagian-bagian tertentu. 

 

3) Penunjangan Jalan 

Penunjangan jalan merupakan kegiatan penanganan untuk dapat 

meningkatkan kemampuan pelayanan pada ruas jalan pada 

kondisi kemampuan pelayanan tidak mantap atau kritis, agar 

ruas jalan tersebut tetap dapat berfungsi melayani lalu lintas dan 

agar kondisi jalan pada setiap saat tidak semakin menurun. 

Kegiatan ini merupakan kegiatan pemeliharaan jalan yang 

bersifat darurat/ sementara. 

4) Peningkatan Jalan 

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan adalah suatu kegiatan 

untuk memperbaiki kondisi jalan yang kemampuannya tidak 

mantap atau kritis, sampai suatu kondisi pelayanan yang mantap 

sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan. Kegiatan ini 
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merupakan kegiatan penanganan jalan yang dapat meningkatkan 

kemampuan strukturalnya sesuai dengan umur rencana jalan 

tersebut. 

c. Nilai Pekerjaan 

Pengelompokan berdasarkan jenis pemeliharaan berdasarkan nilai 

pekerjaan ini umumnya dilakukan untuk kegiatan pengelolaan jalan 

pada tahapan perencanaan umum dan pemrograman tahunan. 

Ditinjau dari biaya dan nilai pekerjaan, jenis pemeliharaan jalan 

dibedakan atas: pekerjaan berat, pemeliharaan berkala, pemeliharaan 

rutin, penyangga, dan pekerjaan darurat. Masing-masing akan 

diuraikan sebagai berikut: 

1) Pekerjaan Berat (PK) 

Pekerjaan ini disebut juga pekerjaan peningkatan dan 

dilakukan untuk jalan berkondisi rusak/ rusak berat. Pekerjaan 

berat ini dimaksudkan untuk meningkatkan jalan ke arah 

standar minimum yang sesuai dengan tingkat lalu lintas yang 

diperkirakan, dan biasanya merupakan pembangunan kembali 

perkerasannya. Pekerjaan berat ini dapat berupa pembangunan 

baru, peningkatan atau rehabilitasi dengan umur rencana paling 

sedikit 10 tahun dengan ketentuan sebagai berikut:  

a) Pembangunan Baru 

Pada umumnya terdiri atas pekerjaan untuk meningkatkan 

jalan tanah atau jalan setapak agar dapat dilintasi oleh 

kendaraan roda empat sesuai dengan standar minimalnya. 

Kondisi jalan yang berat ini, memerlukan biaya yang besar 

dan biasanya pekerjaan tanah yang besar pula. 

b) Pekerjaan Peningkatan 

Pekerjaan ini untuk meningkatkan standar pelayanan dari 

jalan yang ada; baik yang berupa membuat lapisan menjadi 

lebih halus, seperti pengaspalan terhadap jalan yang belum 

diaspal atau menambah Lapisan Tipis Aspal Beton-Lataston 

(Hot Rolled Sheet); atau menambah lapisan struktur lain 

seperti Lapis Penetrasi Makadam atau Lapis Aspal Beton 

(Asphalt Concrete) guna memperkuat struktur 
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perkerasannya; atau memperlebar lapisan perkerasan yang 

ada. 

c) Pekerjaan Rehabilitasi 

Pekerjaan ini dilaksanakan bila pekerjaan pemeliharaan 

yang secara tetap dan seharusnya dilaksanakan tersebut 

diabaikan atau pemeliharaan berkala/ pelapisan ulang terlalu 

lama ditunda sehingga keadaan lapisan semakin memburuk, 

yang termasuk dalam kategori ini adalah perbaikan terhadap 

kerusakan lapisan permukaan seperti lubang-lubang dan 

kerusakan struktural seperti amblas, asalkan kerusakan 

tersebut kurang dari 15-20% dari seluruh perkerasan yang 

biasanya berkaitan dengan lapisan aus baru. Pembangunan 

kembali secara total biasanya diperlukan bila kerusakan 

struktural sudah tersebar luas sebagai akibat dari 

diabaikannya pemeliharaan, atau kekuatan desain yang tidak 

sesuai, atau karena umur yang telah terlampau. 

2) Pemeliharaan Berkala 

Yaitu pekerjaan perbaikan dengan frekuensi yang 

direncanakan dalam satu tahun atau lebih pada suatu lokasi, 

seperti pengaspalan atau pelapisan ulang permukaan jalan 

beraspal berkala dan pengkerikilan ulang jalan kerikil serta 

pekerjaan drainase. Pekerjaan ini dilakukan untuk jalan dengan 

kondisi sedang. Termasuk dalam pekerjaan ini adalah 

persiapan dan pekerjaan perbaikan lain untuk 

mempertahankan, agar jalan tetap pada kondisi baik. Apabila 

pekerjaan pengaspalan atau pelapisan ulang dilakukan pada 

suatu segmen, maka seluruh pekerjaan pemeliharaan, termasuk 

pekerjaan drainase, dinyatakan sebagai pekerjaan berkala. 

3) Pemeliharaan Rutin 

 Adalah pekerjaan ringan dan pekerjaan rutin umum, yang 

dilaksanakan pada jangka waktu yang teratur dalam setahun. 

Dikatakan pekerjaan ringan karena pekerjaan ini tidak 

membutuhkan alat berat namun pekerjaannya tersebut 

dilakukan untuk jalan yang berkondisi baik yang tersebar 
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dalam suatu jaringan jalan. Jenis kegiatan dalam pekerjaan ini 

antara lain dapat berupa penambalan lapis permukaan dan 

pemotongan rumput. 

4) Pekerjaan Penyangga 

 Pekerjaan penyangga ini dilakukan untuk jalan yang 

berkondisi rusak/ rusak berat namun tidak dapat dilakukan 

kegiatan peningkatan (karena keterbatasan dana). Pada intinya 

dari pekerjaan ini adalah menjaga agar jalan tersebut tidak 

lebih memburuk atau makin parah sehingga jalan tersebut 

masih dapat dilalui oleh kendaraan. Dana yang memadai perlu 

dicadangkan untuk kegiatan penyangga ini. 

5) Pekerjaan Darurat 

 Pekerjaan ini sangat diperlukan untuk mengatasi jalan yang 

berkondisi baik, sedang dan rusak dimana pada jalan terebut 

baru saja tertutup untuk lalu lintas kendaraan roda empat 

karena keadaan yang mendadak seperti terjadinya tebing 

jembatan yang roboh atau akibat kecelakaan. Dana untuk 

kegiatan darurat ini tidak dapat disiapkan sebelumnya, tetapi 

sebaiknya perlu dicadangkan dalam jumlah yang sepadan. 

 Untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan jalan didaerah 

dibutuhkan suatu organisasi yang tetap dan bekerja sepanjang 

tahun. Organisasi tersebut khusus menangani kegiatan 

pemeliharaan jalan yang meliputi kegiatan-kegiatan antara 

lain: 

a) Melakukan inventarisasi jalan, yaitu mencatat daftar ruas-

ruas jalan yang menjadi tanggung jawab pengelolaannya 

dan karakteristik dasar tiap seksi dari jaringan jalan yang 

ada. 

b) Melakukan inspeksi lapangan, untuk mengevaluasi 

jaringan jalan dan mengukur dan mencatat kondisi yang 

ada. 

c) Melakukan penentuan kegiatan pemeliharaan yang 

dibutuhkan, menganalisa akibat dan penyebab dari 
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kerusakan yang ada dan menentukan kegiatan pemeliharaan 

yang dibutuhkan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. 

d) Perkiraan kebutuhan sumber daya, yaitu memperkirakan 

kebutuhan biaya untuk kegiatan pemeliharaan secara 

keseluruhan dan juga biaya detail untuk masing-masing 

ruas jalan. 

e) Menentukan prioritas penentuan pekerjaan pemeliharaan 

yang harus dilakukan mengingat dengan adanya 

keterbatasan dana yang ada. 

f) Melakukan penjadwalan kerja dan pelaksanaan kegaitan 

pemeliharaan, termasuk didalamnya adalah kegiatan 

persiapan kontrak yaitu persiapan untuk dokumen kontrak 

dan penentuan pemenang kontrak dan pengawasan kegiatan 

pemeliharaan jalan. 

g) Melakukan monitoring, dengan cara melakukan 

pengecekan mutu, kemajuan dan efektifitas dari pekerjaan 

pemeliharaan jalan. 

 Cakupan dari pekerjaan pemeliharaan jalan yang menjadi 

obyek kegiatan pemeliharaan jalan ini adalah pada daerah yang 

merupakan pemanfaatan jalan, yaitu meliputi : 

a) Perkerasan jalan. 

b) Bahu jalan. 

c) Drainase selokan tepi jalan. 

d) Bangunan pelengkap jalan, seperti: gorong-gorong, 

jembatan, patok jarak, tembok penahan tanah. 

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam 

menentukan strategi pemeliharaan suatu ruas jalan, antara lain: 

a) Kerusakan (jenis, keparahan, luas, penyebaran). 

b) Jenis perkerasan (beraspal-Lapen Makadam, beton aspal, 

tidak beraspal), 

c) Lalu lintas. 

d) Cuaca (terutama curah hujan). 

e) Umur sisa perkerasan. 

f) Ketersedianya sumber daya. 
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4. Perencanaan Biaya Pemeliharaan 

 Kegiatan operasional pemeliharaan yang akan dilakukan di 

lapangan berkaitan dengan material, tenaga kerja, dan peralatan. Untuk 

memperkirakan kebutuhan material dalam kegiatan pemeliharaan adalah 

mudah, yaitu dengan mengukur langsung kebutuhan pemeliharaan 

berdasarkan hasil survai kondisi atau hasil perhitungan perencanaan 

kegiatan pemeliharaan yang akan dilakukan. Namun, untuk 

memperkirakan kebutuhan jumlah tenaga kerja dan peralatan adalah 

relatif sulit. Salah satu faktor yang menentukan kebutuhan tenaga kerja 

dan peralatan yang akan digunakan dalam kegiatan pemeliharaan adalah 

metode kerja yang akan digunakan. Apakah akan menggunakan metode 

padat karya (labour based) atau padat alat (mechanical based). 

 Saat ini, Dalam hal perkiraan biaya untuk kegiatan pemeliharaan 

kabupaten digunakan prosedur yang terdapat dalam Petunjuk Teknik 

Analisa dan Harga Satuan Pekerjaan Jalan Kabupaten 

No.015/T/Bt/1995, yang dikenal dengan Analisa K. Namun penggunaan 

dari pada analisa K tersebut harus diperhatikan juga dengan asumsi-

asumsi yang digunakan pada persyaratan teknis pekerjaan seperti yang 

tercantum pada Buku Spesifikasi yang terkait. Bila kegiatan pekerjaan 

pemeliharaan tidak tersedia dalam Analisa K, maka penentuan analisa 

harga untuk pekerjaan tersebut digunakan Panduan Analisa Harga 

Satuan yang diterbitkan oleh Bina Marga sebagai standar pada 

penentukan Perkiraan Teknik (Engineer’s Estimate) dan Perkiraan 

Pemilik (Owner’s Estimate) untuk pekerjaan-pekerjaan jalan. Metode 

perhitungan tersebut harus digunakan baik untuk pemeliharaan rutin, 

pemeliharaan periodik, maupun pekerjaan darurat.  

a. Estimasi Biaya untuk Pemeliharaan Rutin  

Pekerjaan-pekerjaan yang termasuk sebagai kegiatan pemeliharaan 

rutin adalah perbaikan-perbaikan kecil perkerasan jalan, 

pemotongan rumput beserta pengendalian tumbuh-tumbuhan dan 

pembersihan saluran. Perkerjaan pemeliharaan rutin yang masuk 

dalam pekerjaan jalan adalah : 
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1) pekerjaan dengan lapis penutup, perbaikan dan penambalan 

lubang-lubang, bagian amblas, tepi jalan, retak-retak dan alur 

bekas roda (rutting), 

2) jalan kerikil, perbaikan-perbaikan lubang dan daerah-daerah 

lunak, pembentukan ulang dan perataan, 

3) pengendalian vegetasi (tumbuh-tumbuhan), termasuk 

pemotongan rumput dan perapihan bahu jalan, 

4) rambu lalu lintas, pembersihan dan pengecatan ulang, 

5) jembatan-jembatan, pembersihan lantai jembatan, kanal dan 

saluran outlet. 

 Perkiraan biaya tahunan kegiatan ini dibuat berdasarkan hasil 

survai kondisi permukaan jalan untuk masing-masing item 

pekerjaan tersebut yang dikalikan dengan harga satuan masing-

masing pekerjaan sehingga didapatkan biaya pemeliharaan secara 

keseluruhan. 

 

b. Estimasi Biaya untuk Pemeliharaan Periodik 

Pekerjaan pemeliharaan periodik (berkala) dilakukan untuk 

pekerjaan perbaikan dan pembentukan ulang permukaan sehingga 

jalan-jalan tersebut selalu dalam kondisi baik dan siap dipakai. 

Yang termasuk dalam pekerjaan pemeliharaan periodik jalan adalah 

sebagai berikut : 

1) pekerjaan dengan lapis penutup: pekerjaan perbaikan dan 

pekerjaan persiapan untuk pembentukan ulang permukaan, 

lapis penutup aspal (Burtu, Burda, Lapen) dan lapis ulang 

permukaan (overlay), 

2) jalan kerikil: perbaikan-perbaikan lubang dan daerah-daerah 

lunak, pembentukan ulang dan peralatan, 

3) drainase jalan: penyediaan gorong-gorong dan saluran baru, 

dinding kepala dan dinding sayap, 

4) bahu jalan: pembuatan dan pembentukan kembali bahu jalan, 

5) jembatan-jembatan: perbaikan konstruksi, penggantian lantai 

jembatan, dan pengecetan ulang pekerjaan baja. 
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 Sebelum pekerjaan pemeliharaan periodik direncanakan, 

perlu dilakukan survai yang lebih detail mengenai kekuatan struktur 

perkerasan, baik dengan menggunakan Dinamic Cone Penetrometer 

atau Survai Benkelman Beam dan sebelum pekerjaan pelapisan 

ulang (overlay) dilakukan, terlebih dahulu dilakukan survai kondisi 

untuk memperbaiki kondisi permukaan. 

c. Estimasi Biaya untuk Pemeliharaan Darurat 

Kegiatan pemeliharaan darurat ini ditujukan untuk mengatasi 

kerusakan yang tidak terduga baik yang diakibatkan oleh 

kecelakaan kendaraan ataupun bencana alam. Dalam banyak kasus, 

akibat dari bencana ini akan membutuhkan sumber daya yang besar 

sekali agar ruas pada jaringan jalan yang ada dapat dipelihara agar 

dapat terbuka sepanjang tahun. 

Kegiatan pemeliharaan ini tidak dapat diperkirakan melalui 

evaluasi kondisi jalan yang tiap tahun dilakukan dan tidak ada 

perencanaan khusus yang dapat dilakukan. Namun, mengingat 

pentingnya kegiatan ini, maka untuk setiap tahunya dapat 

dialokasikan porsi dana untuk mengantisipasi kegiatan ini. Jika 

tidak dapat dialokasikan secara khusus, maka biaya penanganan 

pemeliharaan khusus ini dapat dimasukan ke dalam biaya 

pemeliharan rutin, hanya sifatnya diluar rencana/ program. 

Agar lebih realistik dalam merencanakan dan 

mengorganisasikan kegaiatan darurat ini, maka ketika kerusakan 

tersebut terjadi, adalah penting untuk mengidentifikasi jenis dan 

keparahan yang terjadi, sehingga dapat diperkirakan kebutuhan 

sumber daya yang diperlukan (bahan, tenaga, dan peralatan), 

kebutuhan biaya, rencana kerja dan pengendalian pekerjaan yang 

diperlukan . 

d. Prioritas Kegiatan Pemeliharaan Rutin 

  Dalam hal terdapatnya kondisi dimana dana pemeliharaan 

terbatas, maka perlu dilakukan penentuan prioritas agar dapat 

diketahui kebutuhan mendesak khususnya yang harus dilakukan 

untuk pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin. Sedangkan untuk 

pelaksanaan periodik tidaklah demikian, karena pada jenis kegiatan 
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penanganannya telah ditentukan pada tahapan pemrograman dan 

tahapan persiapan pelaksanaan. 

  Secara ideal pemeliharaan dilakukan pada seluruh ruas jaringan 

jalan yang ada. Namun karena adanya keterbatasan sumber daya, 

maka perlu diadakan penentuan prioritas agar dapat dicapai 

pemanfaatan sumber daya secara efektif. Sebagai pedoman, 

penentuan prioritas untuk operasional kegiatan pemeliharaan dapat 

ditentukan dengan menggunakan matrik hubungan antara hirarki 

lalu lintas dengan hirarki aktifitas pemeliharaan seperti yang 

ditunjukkan pada Tabel 2.4 ( Road Note 1, 1987 & Richard R., 

1998 ). Prioritas pemeliharaan dilakukan dengan urutan 1 ( prioritas 

tertinggi ; pemeliharaan darurat pada jalan yang strategis) ke 48 

(prioritas terendah ; pekerjaan overlay pada lalu lintas yang sangat 

rendah). 

  Sedangkan urutan prioritas untuk lalu lintas tersebut ditunjukkan 

pada Tabel 2.5, dengan pertimbangan bahwa untuk ruas jalan 

dengan lalu lintas yang tinggi, biasanya jalan tersebut adalah jalan 

yang penting dari sudut ekonomi dan jalan tersebut seringkali cepat 

rusak/aus. 

  Penanganan pekerjaan pemeliharaan di daerah dapat dilakukan 

secara rutin ataupun dikontrakkan dengan menggunakan kontraktor 

/Penyedia jasa. Pemilihan penanganan pekerjaan tesrebut harus 

diseuaikan dengan kondisi dan keadaan setempat. Masing-masing 

pola penanganan tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan, 

untuk itu pemilihan pola penanganan harus dilakukan dengan hati-

hati dan juga dilakukan dengan petunjuk pengelolaan dana yang 

berlaku. 

5. Jenis Kerusakan Jalan 

Jenis kerusakan pada perkerasan jalan dapat dikelompokkan atas 2 

macam, yaitu: 

a) Kerusakan Struktural 

Kerusakan struktural adalah kerusakan pada struktur jalan, sebagian 

atau keseluruhanya, yang menyebabkan perkerasan jalan tidak lagi 

mampu mendukung beban lalu lintas. Untuk itu perlu adanya 
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perkuatan struktur dari perkerasan dengan cara pemberian pelapisan 

ulang (overlay) atau perbaikan kembali terhadap lapisan perkerasan 

yang ada. 

b) Kerusakan Fungsional 

  Kerusakan fungsional adalah kerusakan pada permukaan jalan 

yang dapat menyebabkan terganggunya fungsi jalan tersebut. 

Kerusakan ini dapat berhubungan atau tidak dengan kerusakan 

struktural. Pada kerusakan fungsional, perkerasan jalan masih 

mampu menahan beban yg bekerja namun tidak memberikan tingkat 

kenyamanan dan keamanan seperti yang diinginkan. Untuk itu 

lapisan permukaan perkerasan harus dirawat agar permukaan 

kembali baik. 

  Indikasi yang menunjukkan kearah kerusakan jalan, baik 

kerusakan fungsional dan kerusakan struktural, dapat bermacam-

macam yang dapat dilihat dari bentuk dan proses terjadinya. Indikasi 

yang timbul pada permukaan perkerasan dapat mempengaruhi nilai 

kekasaran pada perkerasan. Secara garis besar, kerusakan pada 

perkerasan beraspal dapat dikelompokkan atas empat modus 

kejadian, yaitu (Austorads, 1987) retak, cacat permukaan, deformasi, 

dan cacat tepi perkerasan. Untuk masing-masing modus tersebut 

dapat dibagi lagi kedalam beberapa jenis kerusakan seperti yang 

ditunjukan pada Tabel 2.6. Untuk lebih rinci tentang jenis-jenis 

kerusakan perkerasan lentur akan diuraikan pada buku seri panduan 

pemeliharaan jalan kabupaten yang lainnya, yaitu Buku Teknik 

Pemeliharaan Perkerasan Lentur (DPU, Seri Panduan Pemeliharaan 

Jalan , 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 

Tabel 2.5 Jenis Kerusakan Perkerasan Beraspal 

MODUS  JENIS  CIRI 

    

· Retak ·Retak memanjang 

·Retak melintang 

·Retak tidak beraturan 

·Retak selip 

·Retak blok 

·Retak buaya 

·  Memanjang searah sumbu jalan 

·  Melintang tegak lurus sumbu jalan 

·  Tidak berhubungan dgn pola tdk jelas 

·  Membentuk parabola atau bulan sabit 

· Membentuk poligon, spasi jarak >300 

mm 

·  Membentuk poligon, spasi jarak <300 

mm 

· Deformasi ·Alur 

·Keriting 

·Amblas 

· Penurunan sepanjang jejak roda 

· Penurunan regular melintang, dekatan 

· Cekungan pada lapis permukaan 

· Peninggian lokal pada lapis permukaan · Sungkur 

· Cacat 

Permukaan 

· Lubang 

Delaminasi 

Pelepasan butiran 

Pengausan 

Kegemukan 

Tambalan 

· Tergerusnya lapisan aus di permukaan 

perkerasan yang berbentuk seperti 

mangkok 

Terkelupasnya lapisan tambah pada 

perkerasan yanglama. 

Lepasnya butir-butir agregat dari 

permukaan 

·  

·  

· · 

·  

· · 

· Cacat Tepi 

Perkerasan 

· 

· 

Gerusan tepi 

Penurunan tepi 

· 

· 

 

· 

 

· 

· 

Ausnya batuan sehingga menjadi licin 

Pelelehan aspal pada permukaan 

perkerasan 

Perbaikan lubang pada permukaan 

perkerasan 

Lepasnya bagian tepi perkerasan 

Penurunan bahu jalan dari tepi 

perkerasan 

 

Sumber : DPU, Teknik Evaluasi Kinerja Perkerasan Lentur, Seri Panduan 

Pemeliharaan Jalan , 2005 
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6. Tinjauan SK:77/KPTS/Db/1990 Perencanaan Umum Jalan  

Petunjuk Teknis Perencanaan dan Penyusunan Program Jalan ini 

terhitung sejak tanggal ditetapkannya pada Bulan Juli Tahun 1990 oleh 

Bina Marga, Dept. PU melalui SK:77/KPTS/Db/1990. Sebagai buku 

petunjuk teknis maka secara substansial buku ini berisi prosedur 

perencanaan umum dan penyusunan program jalan dan jembatan untuk 

pekerjaan berat (rehabilitasi, peningkatan) dan pekerjaan ringan 

(terutama pemeliharaan). Sebagai catatan buku ini hanya memuat 

prosedur (urutan pelaksanaan kegiatan) dengan asumsi bahwa detail 

untuk perencanaan dan desain teknis sudah dimuat dalam buku petunjuk 

lain. 

Tujuan umum dari Prosedur Perencanaan dan Penyusunan 

Program ini adalah untuk membantu pemerintah dalam memelihara dan 

mengembangkan jaringan jalan dengan cara yang efisien, agar 

menunjang pengembangan ekonomi dan sosial daerah tersebut. Adapun 

tujuan khususnya adalah sebagai berikut: 

1) memberi pengetahuan kepada staf dalam melaksanakan pekerjaan 

survey, analisa dan evaluasi, sesuai dengan prosedur yang sistematis 

dan menuju ke arah persiapan yang tepat waktu dari program tahunan 

dalam standar yang konsisten, 

2) memberi kepastian bahwa alokasi sumber daya berdasarkan kategori 

pekerjaan (yakni, pekerjaan berat, pemeliharaan dan pekerjaan ringan 

lain) ditentukan secara rasional, 

3) memberi kepastian bahwa penentuan pemilihan prioritas pekerjaan 

berat, didasarkan atas kriteria ekonomi yang sederhana namun 

rasional, sehingga dapat memberikan tingkat kepercayaan yang 

memadai baik bagi donor maupun instansi pemerintah bahwa 

investasi yang diusulkan telah sesuai, 

4) mendokumentasikan dan membangun database dari informasi 

mengenai jaringan jalan untuk keperluan pemantauan dan 

perencanaan lebih lanjut, 

5) dapat mencakup perencanaan bagi semua pembiayaan jalan , tanpa 

melihat dari mana sumber pendanaannya. 
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a. Klasifikasi Kondisi Jalan 

Dalam analisis perencanaan dan penyusunan program jalan ruas 

jalan secara umum dikelompokkan dalam 2 bagian, yakni: 

1) Jalan Mantap, yakni jalan stabil dan selalu dapat diandalkan 

untuk dilalui kendaraan roda empat sepanjang tahun, terutama 

yang kondisinya sudah baik/sedang, 

2) Jalan Tidak Mantap, yakni jalan yang tidak stabil dan tidak dapat 

diandalkan untuk dilalui kendaraan roda empat sepanjang tahun, 

terutama yang kondisinya rusak/rusak berat. Dalam hal ini jalan 

tidak mantap dikelompokkan ulang menjadi: 

a) jalan terbuka yang dapat dilalui kendaraan roda empat 

sepanjang tahun, 

b) jalan tertutup yang tidak dapat dilalui kendaraan roda empat 

untuk sepanjang atau sebagian tahun. 

Klasifikasi kondisi ruas jalan apakah masuk dalam kelompok 

mantap ataupun tidak mantap dalam dokumen 

SK:77/KPTS/Db/1990 tidak disampaikan secara eksplisit, namun 

pada bagian kanan bawah Formulir S1 disampaikan kriteria umum 

klasifikasi kondisi jalan berdasarkan % kerusakan jalan menurut 

tipe kerusakan relatif terhadap total luas jalan yang disurvey. Pada 

Tabel 2.7 disampaikan kriteria klasifikasi kondisi jalan baik untuk 

jalan yang beraspal maupun jalan tanah. 

 

Tabel 2.6 Kriteria Klasifikasi Kondisi Jalan 

No Tipe Kerusakan 

Tingkat kerusakan permukaan (m2/km) 

Baik Sedang Rusak Rusak Berat   

        

1 Jalan Beraspal       

1.A Lubang-lubang 0-40 40 - 200 200 - 600 >600 

1.B Legokan 0-100 100 - 500 500 - 1000 >1000 

1.C Retak-retak 0-200 200 - 400 400 - 2000 >2000 
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1.D Alur bekas roda 0-100 100 - 200 200 - 1000 >1000 

2 Jalan Tanah Tingkat kerusakan permukaan (% luas) 

2.A Lubang-lubang 0 - 3 3 - 10 10 - 25 > 25 

2.B Titik-titik lembek 0 - 3 3 - 10 10 - 25 > 25 

2.C Erosi permukaan 0 - 3 3 - 10 10 - 25 > 25 

2.D Alur bekas roda 0 - 5 5 - 15 15 - 50 > 50 

2.E Bergelombang 0 - 3 3 - 10 10 - 50 > 50 

     Sumber: Formulir S1 Survey Penjajagan Kondisi Jalan, 

SK:77/KPTS/Db/1990 

 

b. Kategori Jenis Penanganan Jalan 

Untuk setiap klasifikasi kondisi jalan maka secara umum akan 

diperlukan penanganan jalan sesuai dengan kategori sebagai berikut: 

Pekerjaan pemeliharaan untuk jalan yang berkondisi baik/sedang, 

berupa : pekerjaan rutin tahunan pelapisan ulang berkala pekerjaan 

drainase. 

1) Pekerjaan berat untuk jalan yang berkondisi rusak/rusak berat. 

a) Pekerjaan pembangunan baru umumnya terdiri dari 

pekerjaan meningkatkan jalan tanah atau jalan setapak agar 

dapat dilalui kendaraan roda 4. 

b) Pekerjaan peningkatan: untuk meningkatkan standar 

pelayanan jalan yang ada, seperti: 

1) Membuat lapis permukaan menjadi lebih halus 

(pengaspalan jalan yang belum diaspal). 

2) Menambah Lapis Tipis Aspal Beton LATASTON/Hot 

Rolled Sheet pada jalan yang menggunakan Lapis 

Penetrasi (LAPEN) 

3) Menambah lapisan struktural untuk memperkuat 

perkerasan. 

4) Memperlebar lapisan perkerasan yang ada (yang kurang 

lebarnya). 

1) Pekerjaan rehabilitasi: diperlukan jika pemeliharaan rutin 

diabaikan atau pelapisan ulang (pemeliharaan berkala) 
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terlalu lama ditunda sehingga keadaan lapis permukaan 

memburuk, kegiatan ini antara lain: 

a) Perbaikan terhadap kerusakan lapisan permukaan 

seperti lubang-lubang dan kerusakan struktural seperti 

amblas. 

b) Kerusakan kurang dari 15-25% dari seluruh perkerasan 

terkait dengan lapisan aus baru (jika kerusakan sudah 

meluas perlu pembangunan kembali). 

2) Pekerjaan penyangga: untuk jalan yang berkondisi 

rusak/rusak berat yang tidak teralokasi dana untuk 

pekerjaan berat. Yakni pekerjaan  tahunan dengan biaya 

rendah untuk menjamin jalan terbuka bagi kendaraan roda-

4 dan menjaga agar kondisi jalan tidak lebih memburuk. 

3) Pekerjaan darurat: untuk membukan kembali jalan yang 

baru raja tertutup untuk kendaraan roda empat karena 

mendadak terganggu akibat bencana. 

c. Kerangka Prosedur Perencanaan Menurut Tugas 

 Secara garis besar, lingkup kegiatan prosedur umum 

perencanaan dan penyusunan program jalan kabupaten yang tertuang 

dalam SK:77/KPTS/Db/1990 terbagi menjadi 5 kelompok tugas, 

yaitu: 

1) Tugas 1 kaji ulang dan pemutakhiran data base 

2) Tugas 2 survey lapangan. 

3) Tugas 3 analisa. 

4) Tugas 4 penaksiran biaya. 

5) Tugas 5 persiapan program tahunan. 

 Pada  dasarnya  perencanaan  harus  dipandang  sebagai  siklus  

yang berkelanjutan, dimana program tahunan haruslah merupakan 

bagian dari strategi untuk jangka yang lebih panjang bagi seluruh 

jaringan. Sayangnya dalam dokumen SK:77/KPTS/Db/1990 tidak 

ditemukan mengenai keterkaitan antara program tahunan dengan 

strategi pengembangan jaringan jalan dalam jangka panjang. 

1) Tugas 1 Kaji Ulang dan Pemutakhiran Data Base 
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  Kaji ulang dan pemutakhiran data base merupakan suatu 

bagian awal dan akhir dalam prosedur umum perencanaan dan 

penyusunan program jalan provinsi, tujuan utama bagian ini 

merupakan pengkajian ulang data kondisi ruas jalan dan 

jembatan, riwayat pekerjaan, dan sosial ekonomi pada jaringan 

jalan yang ada. 

  Langkah awal penyusunan perencanaan dan penyusunan 

program adalah berupa input data kondisi jalan hasil dari 

pemutakhiran data base yang terdiri dari data jaringan jalan dan 

jembatan, data riwayat pekerjaan, data sumber daya, data 

jembatan, dan data sosial ekonomi. Hasil pemutakhiran data 

base berupa dokumentasi dan peta kondisi jaringan jalan. 

  Data jaringan jalan yang dilakukan melihat suatu 

perubahan adalah pada ruas jalan yang dianggap strategis untuk 

mendapatkan prioritas khusus dalam pemeliharaaan atau 

peningkatan, data ini diambil dan basil survei jalan dan 

informasi pekerjaan. Data yang diperoleh berupa nomor ruas , 

nama ruas, titik pengenal ruas, klasifikasi fungsi jalan, dan 

status administrasi ruas jalan. 

  Pemutakhiran data riwayat jalan dan jembatan sangat 

diperlukan dalam penyusunan perencanaan dan program, hal 

ini memuat data pekerjaan yang telah dilaksanakan pada setiap 

ruas untuk dilakukan pemantauan lebih lanjut sehingga 

terinformasikan historical dari ruas jalan dalam sistem 

penanganan jalan yang pernah dilakukan, pada data riwayat 

jalan juga meliputi data kebutuhan dana yang telah dikeluarkan. 

2) Tugas 2 Survey 

  Survey lapangan merupakan hal yang terpenting dalam 

penyusunan pedoman perencanaan dan program tahunan. 

Survey lapangan merupakan program awal dalam mendapatkan 

data yang diperlukan dalam penyusunan pedoman tersebut. 

Dalam hal ini survey lapangan terdiri dari: 

a) Survey penjajakan kondisi jalan. 

b) Survey penyaringan ruas jalan. 
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c) Survey kecepatan. 

d) Survey lalu lintas. 

e) Survey kependudukan. 

f) Survey hambatan lalu lintas. 

3) Tugas 3 Analisa 

 Dalam penyusunan pedoman perencanaan dan penyusunan 

program tahunan setelah memperoleh data dari hasil survey, 

langkah selanjutnya menganalisa dari hasil perolehan data yang 

didapatkan. Analisa yang tertera pada SK:77/KPTS/Db/1990 

terbagi menjadi : a) Analisa Data Ruas Jalan 

 Maksud dari analisa data ruas jalan adalah untuk 

merangkum informasi yang diperoleh pada waktu survey 

penyaringan ruas jalan ke dalam formulir yang lebih sesuai, 

untuk keperluan : 

1) Penyederhanaan analisa biaya. 

2) Penyederhanaan penaksiran manfaat lalu lintas. 

3) Pemantauan dokumentasi data inventarisasi ruas jalan.  

a) Analisa Data Lalu Lintas 

Data lalu lintas yang diperoleh di lapangan harus 

diubah ke dalam bentuk perkiraan lalu lintas harian rata-

rata (LHR), dimana kendaraan lalu lintas tak bermotor 

dan sepeda bermotor harus diubah ke dalam bentuk 

ekivalen kendaraan roda empat untuk keperluan 

penyederhanaan evaluasi proyek. 

b) Penentuan Proyek 

Analisa penentuan proyek diperlukan untuk keperluan 

perhitungan biaya, evaluasi dan penganggaran dari 

berbagai kategori pekerjaan dalam rencana program 

tertentu. 

c) Penaksiran Manfaat Lalu Lintas 

Evaluasi pada manfaat lalu lintas diperlukan untuk 

membantu dalam pemilihan ruas jalan bagi program 

tahunan serta untuk mengetahui bahwa sumber dana 
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yang terbatas itu pada proyek yang tebaik atau strategis 

sesuai dengan peringkatnya. 

d) Analisa Proyek Kependudukan 

Pekerjaan evaluasi yang sesuai dengan kriteria ekonomi 

dapat berdasarkan perkiraan lalu lintas yang potensial 

sebagai hasil perbaikan ruas jalan terutama yang 

berkaitan dengan kependudukan. 

e) Studi dan Permasalahan Khusus 

Beberapa proyek dimungkinkan tidak sesuai bila di 

evaluasi dengan menggunakan studi standar saja. Proyek-

proyek tersebut memerlukan tambahan survey dan studi 

non standar yang disesuaikan khusus untuk menganalisa 

masalah-masalah yang lebih kompleks. 

f) Penilaian Lingkungan dan Prosedur Konsultasi 

Penilaian dampak lingkungan sangat perlu diperhatikan 

dalam pembangunan serta peningkatan ruas jalan. Hal ini 

sudah termuat didalam perundang-undangan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah. 

 

4) Tugas 4 Penaksiran Biaya 

 Metode penaksiran biaya pekerjaan yang sederhana dan 

cepat bagi pekerjaan berat. (pembangunan baru, peningkatan, 

rehabilitasi), pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan penyangga 

sudah diketahui, hal ini didasari dengan perolehan data hasil dan 

ketelitian yang terbatas. Namun memadai untuk keperluan 

penyaringan proyek dan penyusunan anggaran pendahuluan, 

perhitungan biaya yang lebih teliti sangat diperlukan sekali 

berdasarkan hasil desain kontruksi dan survey pemeliharaan 

yang lebih lengkap. Dua hal yang perlu diperhatikan dalam 

menaksirkan biaya perkerjaan yaitu : 

a) Penilaian Kondisi Jalan 

 Kondisi jalan yang perlu dinilai adalah : 

1) Menentukan tipe dan kondisi permukaan jalan. 

2) Menaksir daya dukung tanah dasar. 
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3) Menentukan nomor desain perkerasan. 

b) Penentuan kelas rencana lalu lintas 

Penentuan kelas rencana terdiri dari : 

1) Menentukan kelas rencana lalu lintas (KRLL). 

2) Menilai bauran kendaraan berat (BKB). 

 

5) Tugas 5 Persiapan Program Tahunan 

Dalam SK:77/KPTS/Db/1990 ada beberapa tahapan yang 

perlu dilakukan dalam mempersiapkan program tahunan yaitu : 

a) Evaluasi dan penyaringan proyek. 

b) Persiapan daftar panjang pekerjaan berat. 

c) Pengkajian kebutuhan anggaran dan strategi pekerjaan. 

d) Persiapan daftar pendek pekerjaan berat. 

Dalam persiapan program tahunan evaluasi dan penyaringan 

proyek bertujuan untuk mengkaji ulang, menyelesaikan dan 

menggabungkan seluruh pekerjaan berat dengan cara 

membandingkan biaya per kilometer jalan dan jembatan. 

 

7. Metode Pengambilan Keputusan  

a. Sistem Pakar 

 Sistem pakar adalah salah satu cabang dari AI (Artificial 

Intelligence) kecerdasan buatan yang membuat pengguna secara 

luas knowledge yang khusus untuk penyelesaian masalah tingkat 

manusia yang pakar. Tehnologi sistem pakar ini meliputi bahasa 

sistem pakar, program dan perangkat keras yang dirancang untuk 

membantu pengembangan dan pembuatan system pakar. 

 Ada beberapa alasan mendasar mengapa sistem pakar 

dikembangkan untuk menggantikan sistem konvensional, berikut 

perbandingan sistem konvensional dengan sistem pakar adalah : 

Tabel : 2.7 : Perbandingan Sistem Konvensional dan Pakar 

Sistem Konvensional Sistem Pakar 

Informasi  dan pemrosesan  umumnya 

digabung dalam satu program.  

 

Basis   pengetahuan dari mekanisme 

pemrosesan (inferensi).  
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Program  tidak  pernah  salah  (kecuali 

pemrogramannya yang salah).  

 

Tidak menjelaskan mengapa input 

dibutuhkan atau bagaimana hasil yang 

diperoleh.  

 

Membutuhkan semua input data.  

 

Perubahan pada program merepotkan. 

 

 

Sistem bekerja jika sudah lengkap. 

Eksekusi  secara  algoritmik  (step-by- 

step).  

 

Manipulasi efektif pada database yang 

besar.  

 

Efisiensi adalah tujuan utama.  

Data kuantitatif.  

Representasi dalam numerik.  

 

Menangkap, menambah dan 

mendistribusi data numerik atau 

informasi  

Program bisa saja melakukan 

kesalahan.  

 

Penjelasan(explanation) merupakan 

bagian dari system pakar.  

 

 

Tidak harus membutuhkan semua 

input data atau fakta.  

Perubahan pada kaidah dapat 

dilakukan dengan mudah.  

 

Sistem  dapat  bekerja  hanya  dengan 

kaidah yang sedikit.  

Eksekusi dilakukan secara heuristik 

dan logis.  

Manipulasi efektif pada basis 

pengetahuan yang besar.  

 

Efektifitas adalah tujuan yang utama. 

Data kualitatif.  

Representasi pengetahuan dalam 

simbolik.  

Menangkap, menambah dan 

mendistribusi pertimbangan 

(judgment) dan pengetahuan. 

Sumber : Arhami, 2005. 

 

Ada  beberapa  keunggulan  dan  kelemahan  sistem  pakar  seperti  

halnya sistem lain, diantaranya adalah : 

a) Keunggulan sistem pakar antara lain : 

1) Menghimpun data dalam jumlah yang sangat besar. 

2) Menyimpan data tersebut untuk jangka waktu yang panjang 

dalam suatu bentuk tertentu. 
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3) Mengerjakan perhitungan secara cepat dan tepat tanpa 

jemu mencari kembali data yang tersimpan dengan 

kecepatan tinggi. 

b) Kelemahan sistem pakar antara lain : 

1) Masalah dalam mendapatkan pengetahuan dimana 

pengetahuan tidak selalu bisa didapatkan dengan mudah, 

karena kadangkala pakar dari masalah yang kita buat tidak 

ada, kalaupun ada kadang-kadang pendekatan yang dimiliki 

pakar berbeda-beda.  

2) Untuk membuat suatu sistem pakar yang benar-benar 

berkualitas yang tinggi sangatlah sulit dan memerlukan 

biaya yang sangat besar untuk pengembangan dan 

pemeliharaannya. 

3) Boleh jadi sistem tak dapat membuat keputusan. 

4) Sistem pakar tidaklah 100% menguntungkan, walaupun 

seorang tetap tidak sempurna atau tidak selalu benar. Oleh 

karena itu perlu diuji ulang secara teliti sebelum digunakan.  

 

Dalam hal ini peran manusia tetap merupakan faktor 

dominan. 

Dengan memperhatikan kelebihan dan kekurangan sistem 

pakar yang telah dijabarkan diatas, maka didalam kasus penentuan 

prioritas pemeliharaan jalan kabupaten kurang bisa di terapkan 

dengan pertimbangan sebagai berikut : 

1) Kesalahan pemprograman dan input data tidak kelihatan karena 

program akan running dengan pemprograman dan input data 

yang ada. 

2) Sistem pakar dapat bekerja dengan informasi yang kurang 

lengkap dan mengandung ketidakpastian. 

3) Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kuantitatif sehingga berdasarkan ketentuan diatas sistem pakar 

kurang sesuai. 

b. Metode Delphi   
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Metode Delphi adalah modifikasi dari teknik penulisan dan 

survey. Metode ini menggunakan beberapa kuesioner yang tertuang 

dalam tulisan. Objek dari metode ini adalah untuk memperoleh 

konsensus yang paling dapat dipercaya (reliable) dari sebuah grup 

ahli. Metode Delphi merupakan metode yang menyelaraskan proses 

komunikasi suatu grum sehingga dicapai proses yang efektif dalam 

mendapatkan solusi masalah yang kompleks. 

Pendekatan Delphi memiliki tiga grup yang berbeda yaitu : 

pembuat keputusan, staf dan responden. Sebuh grup kerja yang 

terdiri dari lima sampai sembilan anggota yang tersusun atas staf 

dan pembuat keputusan bertugas mengembangkan dan menganalisis 

semua kuesioner, evaluasi pengumpulan data dan merevisi 

kuesioner yang diperlukan. Prosedur metode Delphi adalah sebagai 

berikut : 

1) Mengembangkan pertanyaan Delphi. 

2) Memilih dan kontak dengan responden. 

3) Memilih ukuran contoh. 

4) Mengembangkan kuesioner dan test pertama. 

5) Analisa kuesioner pertama. 

6) Pengembangan kuesioner dan test kedua.  

7) Analisa kuesioner kedua. 

8) Mengembangkan kuesioner dan test ketiga. 

9) Analisa kuesioner ketiga. 

10) Menyiapkan laporan akhir. 

Ada beberapa keunggulan dan kelemahan metode Delphi 

seperti halnya sistem lain, diantaranya adalah : 

1) Keunggulan metode Dhelphi antara lain : 

a) Metode Delphi mengabaikan nama dan mencegah 

pengaruh yang besar satu anggota terhadap anggota 

lainnya. 

b) Masing-masing responden memiliki waktu yang cukup 

untuk mempertimbangkan masing-masing bagian dan jika 

perlu melihat informasi yang diperlukan untuk mengisi 

kuesioner. 
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c) Perhatian langsung pada masalah. 

d) Memenuhi kerangka kerja. 

e) Menghasilkan cacatan dokumen yang tepat. 

 

2) Kelemahan Metode Dhelphi antara lain : 

a) Lambat dan menghabiskan waktu. 

b) Tidak mengizinkan untuk kemungkinan komunikasi 

verbal melalui pertemuan langsung perseorangan. 

c) Responden dapat salah mengerti terhadap kuesioner atau 

tidak memenuhi ketrampilan komunikasi dalam bentuk 

tulisan. 

d) Konsep Delphi adalah ahli. Para ahli akan 

mempresentasikan opini yang tidak dapat dipertahankan 

secara ilmiah dan melebih-lebihkan. 

e) Mengasumsikan bahwa Delphi dapat menjadi pengganti 

untuk semua komunikasi manusia di berbagai situasi. 

Dengan kelemahan tersebut metode Delphi kurang cocok 

untuk dipergunakan pada penelitian ini karena dengan tidak 

mengizinkan komunikasi verbal melalui pertemuan langsung 

kepada responden dapat salah mengerti terhadap kuesioner dan 

hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dengan waktu 

yang lama tentunya memakan biaya yang besar. 

c. Metode BAYES 

 Metode Bayes merupakan salah satu teknik yang dapat 

dipergunakan untuk melakukan analisis dalam pengambilan 

keputusan terbaik dari sejumlah alternatef dengan tujuan 

menghasilkan perolehan yang optimal. Untuk menghasilkan 

keputusan yang optimal perlu dipertimbangkan berbagai kriteria. 

Pembuat keputusan dengan metode Bayes dilakukan melalui upaya 

pendekatan kemungkinan terjadinya suatu kejadian dan dinyatakan 

dengan suatu bilangan antara 0 dan 1. Namun seringkali hal ini 

dianggap sebagai probabilitas pribadi atau subjektif dimana bobot 

Bayes didasarkan pada tingkat kepercayaan, keyakinan, pengalaman 

serta latar belakang pengambilan keputusan. 
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 Nilai peluang didapatkan dari suatu informasi awal yang dapat 

bersifat subjektif maupun objektif. Nilai peluang ini dapat 

diperbaiki dengan adanya informasi tambahan yang didapat dari 

sejumlah percobaan. Informasi awal tentang nilai peluang ini 

disebut distribusi prior, sedangkan nilai peluang yang sedang 

diperbaiki dengan informasi tambahan disebut peluang posterior. 

 Metode Bayes kurang sesuai jika dipergunakan untuk 

pengambilan keputusan prioritas pemeliharaan jalan yang datanya 

berupa data kuantitatif karena penilaian metode Bayes berupa 

pendekatan dan pembobotannya dianggap sebagai probabilitas 

pribadi atau subjektif. 

d. Metode Analytical Hierarchy Process ( AHP ) 

 Analytical Hierarchy Process mendeskripsikan suatu pendekatan 

terstruktur dalam mengambil keputusan sebagai suatu pilihan umum 

(overall preference) diantara sejumlah alternatif yang dianggap 

mampu memenuhi serangkaian tujuan (objectives). Skema umum 

proses Analytical Hierarchy Process secara umum disampaikan 

pada Gambar 2.2. Lebih spesifik secara metodologis proses aplikasi 

Analytical Hierarchi Process dalam pengambilan keputusan dan 

preoritas antar alternatif disampaikan pada Gambar 2.2. Pada 

intinya Analytical Hierarchy Process membutuhkan 2 masukan 

yakni weighting dan scoring. 

 
 

Sumber : Saaty, 1992 

Gambar 2.2 Skema Analytical Hierarchy Process   
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Gambar 2.3 Aplikasi Analytical Hierarchy Process dalam 

Menentukan Prioritas Pembobotan  (weighting)  diperoleh  dari  

pairwise  comparison  hasil persepsi  stakeholders  (aktor).  Sedangkan  

skoring  untuk  jumlah  alternatif yang banyak paling cocok dilakukan 

dengan pendekatan expert judgement dari ahli (dalam hal ini diwakili 

peneliti). Proses skoring dapat diminimalisir porsi  judgemental-nya  

jika  variabel  alternatif  diusahakan  berupa  data kuantitatif yang dapat 

diperbandingkan secara langsung besarannya. 

Inti dari Analytical Hierarchy Process adalah pada metoda untuk 

mengkonversi perkiraan subyektif dari tingkat kepentingan relatif ke 

dalam suatu set skor atau bobot total. Metoda ini pertama kali 

dikemukakan oleh Saaty (1986). Input dasar untuk AHP adalah jawaban 

para pengambil keputusan terhadap serangkaian pertanyaan yang dalam 

bentuk umum dapat diekspresikan sebagai berikut: "Seberapa penting 

kriteria A relatif terhadap kriteria B?". Kondisi ini menyatakan adanya 

perbandingan berpasangan (pairwise comparisons). Dalam hal ini 

penilaian dapat dilakukan dengan memberikan suatu skala penilaian 

yang menunjukkan seberapa besar perbedaan tingkat kepentingan antara 

dua kriteria, sebagai contoh Tabel 2.8 memberikan skala penilaian yang 

lazim digunakan untuk membandingkan tingkat kepentingan antara dua 

variabel. Dalam metoda dasar yang dikembangkan Saaty untuk 

mengidentifikasi bobot dari suatu kriteria didasarkan pada ide yang 

relatif lanjut dari aljabar matriks dan menghitung bobot sebagai elemen 

dari suatu eigenvector yang diasosiasikan dengan maksimum 

eigenvector dari suatu matriks.  
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Tabel 2.8 Skala penilaian antar Kriteria 

Perbandingan Nilai 

Relatif antara 

Kriteria i dan 

Kriteria j (Xy) 

Definis 

Penilaian 

Penjelasan 

1 Sama Penting  Dua kriteria (I & j) memiliki tingkat 

kepentingan terhadap efektifitas 

pemenuhan tujuan yang sama  

3 Relative lebih 

penting  

Kriteria I sedikit lebih penting/ 

efektif dibandingkan kriteria j dalam 

memenuhi tujuan  

5 Lebih Penting  Kriteria i memiliki tingkat 

kepentingan yang cukup besar 

dibandingkan kriteria j dalam 

memenuhi tujuan  

7 Sangat 

Penting  

Kriteria i memiliki tingkat 

kepentingan yang sangat besar 

dibandingkan kriteria j dalam 

memenuhi tujuan  

9 Jauh Lebih 

Penting  

Kriteria i memiliki tingkat 

kepentingan yang jauh lebih besar 

dibandingkan kriteria j dalam 

memenuhi tujuan  

2,4,6,8 Nilai Antara  Penilaian diantara nilai relative 

lainnya  

Sumber : Saaty, 1986  

Dari hasil perbandingan berpasangan tersebut akan diperoleh suatu Matrik 

perbandingan berpasangan, contohnya disampaikan pada Tabel 2.9 

Tabel 2.9 Contoh Matrik Perbandingan Berpasangan 
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Kriteria a b c d e f g 

a 1 Xab Xac Xad Xae Xaf Xag 

b Xba 1 Xbc Xbd Xbe Xbf Xbg 

c Xca Xcb 1 Xcd Xce Xcf Xcg 

d Xda Xdb Xdc 1 Xde Xdf Xdg 

e Xea Xeb Xec Xed 1 Xef Xeg 

f Xfa Xfb Xfc Xfd Xfe 1 Xfg 

g Xga Xgb Xgc Xgd Xge Xgf 1 

        

Sumber : Saaty, 1986 

Prosedur estimasinya relatif kompleks, dalam hal ini alternatif yang 

lebih pantas adalah dengan mengikuti alur berikut ini: 

1) Hitung rata-rata geometrik dari setiap baris dalam matriks, 

2) Jumlahkan seluruh rata-rata geornetrik yang dihasilkan pada langkah 

(1), 

3) Normalisasi setiap rata-rata geometrik dengan membaginya dengan 

total seluruh rata-rata geometrik yang dihitung pada langkah (2). 

Dengan bobot  kriteria  dan skor  yang dihitung dengan perbandingan 

berpasangan, maka pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan 

linear additive model, di mana semua alternatif akan memiliki skor 

terbobotkan (weighted score). Dalam hal ini alternatif yang lebih 

disukai akan memiliki nilai skor terbobotkan yang tertinggi.  
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